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PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 2 TAHUN 2006
TENTANG

PEMBINAAN DAN RETRIBUSI PENANGGULANGAN
BAHAYA KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG,

bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat
membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas, baik terhadap
keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan menghambat
kelancaran pembangunan, khususnya di Kota Palembang, oleh karena itu perlu
ditanggulangi secara lebih berdaya guna dap bérkesinambungan;

bahwa kegiatan penangpulangan bahaya, kebakaran dalam Kota Palembang
schagaimana diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Dacrah Kota
Palembang Nomor 41 Tahun 2002 tentang Penanggulangan Bahayva Kebakaran
dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat
Pemadam Kebakaran, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan
dewasa ini, oleh karena itu perlu dilakukan pembaharuan dan penyempurnasan:

bahwa antuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan
Peraturan [Jaerah Kota Palembang.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat [1
dan Kolapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

Undang-lIndang Nomor 8§ Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentanpg Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3685);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Wegara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomar 4437);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturar, Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-uadang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara INomor 36 Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 teatang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomeor 119, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4139);

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000
Nomor 24);
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Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan,
Kedudukar, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah
(Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2001 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembinaan
dan Retribusi Perizinan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun
2004 Nomor 29);

Peratyr=a Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pedoman dan
Pembinaan Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 2004 Nomor 31).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG
Dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

- PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBINAAN DAN

RETRIBUSI PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
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Daerah adalah Kota Palembang.

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.

Walikota adalah Walikota Palembang.

Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.

Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran adalah Dinas Penanggulangan
Bahaya Kebakaran Kota Palembang.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kota
Palembang.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Jerseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk
apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yavasan atau
Orgari=usi yang secjenis, Lembaga Dana Pensiun, dan Bentuk Badan Usaha
lainnya.Daerah adalah Kota Palembang,

Instansi atau pejabat yang berwenang adalah instansi atau pejabat yang
mempunyai hak atau kewenangan untuk mengambil tindakan/kebijakan dalam
hal penanggulangan kebakaran.

Petugas adalah pegawai Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kota
Palembang vang ditunjuk dan dilengkapi dengan Surat Tugas yang
ditandatangani oleh Kepala Dinas.

Alat pemadam api adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup
Alat Pemadam Api Ringan yang selanjutnya disingkat APAR dan Alat Pemadam
Api Berat yang selanjutnya disingkat APAB dengan menggunakan roda.
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Alarm kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal
vang mencakup alarm kebakaran manual dan atau alarm kebakaran otomatis.
Hidran adalah hidran kebakaran yang digunakan untuk memadamkan kebakaran
yang dapat berupa hidran kota, hidran halaman dan hidran gedung.

Pemercik (springkler) otomatis adalah suatu sistim pemancaran yang bekerja
otomatis bila mana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.

. Sistim pemadam khusus adalah suatu sistim pemadam yang ditempatkan pada

suatu ruangan’ tertentu untuk memadamkan kebakaran secara otomatis dengan
menggunakan bahan pemadam jenis busa (foam), gas, dan atau jenis kimia kering.
Alat perlengkapan pemadam adalah alat yang digunakan untuk melengkapi alat
pemadamn kebakaran seperti ember, karung goni, ganco, tangga, kaleng/karung
pasir. :

Standar Nasional Indonesia vang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang
dikeluarkzn oleh Badan Standarisasi Nasional.

Ventilasi Mekanis adalah lubang udara yang dilengkapi dengan alat penutup yang
dioperasikan secara manual, s

Bahaya kebakaran ringan adalah ancamantnaya kebakaran yang mempunyai
nilai dan kemudahan terbakar rendah dan apabila terjadi kebakaran melepaskan
panas rendab, sehingga penjalaran api lambat.

Bahaya kebakaran sedang 1 (satu) adalah ancaman bahaya kebakaran yang
mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang
mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 (dua lima persepuluh) meter.
Dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api
sedang.

Bahaya lkebakaran sedang 2 (dua) adalah ancaman bahaya kebakaran yang
mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang penimbunan bahan vang
mudah *erhakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat) meter dan apabila terjadi
kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang.

Bahaya kebakaran sedang 3 (tiga) adalah ancaman bahaya kebakaran yang
mempunyai nilai dan kemudahan terbakar agak tinggi dan apabila terjadi
kebakaran menimbulkan panas agak tinggi, sehingga penjalaran api agak cepat.
Bahaya kebakaran beratitinggi adalah ancaman bahaya kebakaran yang
mempunyai nilai dan kemudahan terbakar tinggi dan apabila terjadi kebakaran
melepaskan panas tinggi.

Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah
kegiatan manusia.

Bangunan terdahulu adalah bangunan yang telah dibangun sebelum Peraturan
Daerah ini berlaku.

Bangunan rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan
tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian maksimum 14 (empat belas)
meter atau maksimum 4 (empat) lantai.

Bangunan menengah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian lebih 14
(empat belas) meter dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan
ketinggian 40 (empat puluh) meter atau maksimum 8 (delapan) lantai.

Bangunan tinggi adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan
tanah lebih dari 40 (empat puluh) meter atau lebih dari 8 (delapan) lantai.
Bangunan pabrik adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala
macam kegiatan kerja untuk produksi termasuk pergudangan.

Bangunan Umum dan Perdagangan adalah bangunan yang peruntukannya dipakai
untuk segala kegiatan kerja atau pertemuan umum, perkantoran, pertokoan dan
pasar.

Bangunan perumahan adalah bangunan yang peruntukannya layak dipakai untuk
tempat tinggal orang yang terdiri dari beberapa rumah yang dibentu dalam satu
komplek

Bangunan campuran adalah bangunan yang peruntukannya merupakan campuran
dari jenis-jenis bangunan tersebut pada angka 23,24, 25 dan 26 diatas.
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Konstruksi tahan api adalah bahan bangunan dengan konstruksi campuran lapisan
tertentu sehingga mempunyai ketahanan terhadap api atau belum terbakar dalam
jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan waktu (jam).

Bahan berbahaya adalah setiap zat/elemen ikatan atau campurannya bersifat
mudah menyala terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan penyimpanan,
pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia,
peralata> dan lingkungan.

Bahan yang mudah terbakar adalah hahan yang apabila terkena panas/jilatan api,
mudah terbakar dan cepat merambatkan api. |

Bahan vang tidak mudah terbakar adalah bahan vang apabila terkena panas/jilatan
api tidak mudah dibakar dan lambat merambatkan api.

Pelayanan pemeriksaan alat pencegah kebakaran, alat pemadam kebakaran
dan alat atau sarana penyelamatan jiwa adalah pelayanan pemeriksaan dan
atau pengujian oleh Pemerintah Kota terhadap alat pencegah kebakaran, alat
pemadam kebakaran dan alat atau sarana penyelamatan jiwa yang dimiliki
dan atau dipergunakan oleh badan usaha dan masyarakat.

Retribusi pemeriksaan dan atau pengujiasr alat-alat pencegah kebakaran,
pemadam kebakaran dan alat atan "sirana penyelamatan jiwa yang
selanjutnya disebut retribusi adalah biaya yang dipungut aias pemeriksaan
dan atau pengujian alat-alat pencegah kebakaran, pemadam kebakaran dan
alat atau sarana penyelamatan jiwa.

Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Palembang.

Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah
surat vang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan
pernbayaran retribusi yang terutang.

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi
wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Kota Palembang.

Surat Ketetapan Retribusi Daersh vang dapat disingkat SKRD adalah suatu
keputusan yang menetapkan besarnya jumlah retribusi vang terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi, bunga atau denda.
Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data
informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara
penyampaian STRD kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) adalah nomor Wajib Retribusi
vang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi.

Penghitungan Retribusi Daerah adalah rincian besarnya Retribusi Daerah yang
harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) baik pokok retribusi, bunga, kekurangan
pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat (SKRDLB) adalah
surat keputusan vang menentukan jumlah kelebihan pembavaran retribusi karena
jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang dan tidak
seharusnva terutang.

Surat Keletapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang disingkat (SKRDKB) adalah
surat keputusan yang menetapkan besarnya Retribusi Daerah yang terutang.
Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban vang harus dipenuhi
oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah Kota
Palembang atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah
ditentukan.

. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi

Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan/surat teguran agar yang
bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan
Jumlah retribusi yang terutang,



52. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang
tercantum pada STRD, SKRD-KB atau SKRD-KBT yang belum kadaluarsa dan
yang masih terutang.

53. Alat Pencegah Kebakaran adalah alat yang berupa alarm kebakaran, hidran
kebakaran, pemercik (springkler) otomatis, maupun sistim pemadam khusus untuk
digunakan dalam rangka pencegahan tahap awal.

54. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang lajunya digerakkan dengan mesin baik
roda 3 (tiga) atau lebih yang digunakan untuk angkutan umum baik barang
maupun orang.

55. Angkutan sungai adalah kendaraan bermotor di atas air yang digunakan untuk
angkutan umum baik barang maupun orang diluar perahu ketek. ;

56. Surat lzin Khusus (SIK) adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau
pejabat yang ditunjuk bagi perusahaan atau bagi badan usaha yang memasang
instalasi proteksi kebakaran, memproduksi, mendistribusikan, mengimport,
memperdagangkan dan atau mengadakan untuk menjual/mengecer segala jenis alat
pencege™ dan pemadam kebakaran atau bahan berbahaya lainnya (B3).

BAB I1.
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pembinaan penanggulangan bahaya kebakaran dimaksudkan sebagai arahan, pedoman
dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan bahaya kebakaran.

Pasal 3

Tujuan pembinaan dan pengaturan penanggulangan bahaya kebakaran, adalah sebagai
upaya untuk meningkatkan pelayanan dibidang penanggulangan hahaya kebakaran
sehingga terwujudnya keamanan dan ketentraman.

BAB II1
PENCEGAHAN UMUM
Pasal 4

Setiap penduduk wajib aktif berusaha mencegah kebakaran, baik untuk kepentingan
sendiri maupun untuk kepentingan umum.

Pasal 5

(1) Lingkungan perumahan dan lingkungan gedung harus direncanakan sedemikian
rupa sehingga setiap bangunan rumah bisa terjangkau oleh pancaran air mobil
pemadam kebakaran dari jalan lingkungan yang ada.

(2) Lingkungan perumahan dan lingkungan bangunan gedung harus dilengkapi
hidran atau sumur gali atau reservoar kebakaran dan lingkungan bangunan yang
berjarak lebih dari 100 (seratus) meter dari jalan lingkungan dilengkapi hidran
tersendiri.

(3) Persyaratan hidran kota atau halaman adalah sebagai berikut :
a. Masing-masing hidran berkapasitas minimum 1000 {seribu) liter/menit;
b. Takanan di mulut hidran minimum 2 (dua) kg/em’;
¢. Maksimal jarak antara hidran 200 (dua ratus) meter.
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Sumur gali atau reservoar kebakaran harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Tersedia setiap saat sekurang-kurangnya 10.000 (sepuluh ribu) liter air;
b.  Sekeliling sumur gali atau reservoar diperkeras supaya mudah dicapai mobil
pemadam kebakaran.

Setiap lingkungan bangunan, khususnva perumahan harus direncanakan
sedemikian rupa untuk dilengkapi dengan sarana komunikasi umum yang dapat
dipakai setiap saat.

Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang untuk tempat
parkir kendaraan, pemasangan portal dan atau gapura yang dapat menghalangi

atau menghambat ruang gerak mobil pemadam Dinas Penanggulangan Bahaya
Kebakaran.

Pasal 6

Perzlatan instalasi yang menggunakan banan bakar gas harus memenuhi
persyaratan keselamatan dan keamanan serta ketentuan tentang gas yang berlaku.

Penempatan instalasi gas beserta sumber gas harus aman dari sumber api dan atau
sumber panas.

Instalasi gas harus dilengkapi dengan peralatan khusus untuk mengetahui
kebocoran gas dan yang secara otomatis mematikan aliran gas,

Pemasangan instalasi gas beserta alat pemanas gas dan kelengkapannva harus
diuji oleh instansi yang berwenang sebelum dipergunakan.

Instalasi gas harus diuji secara berkala oleh instansi yang berwenang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persediaan gas dalam bangunan untuk keperluan sehari-hari harns dibatasi
Jumlahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Sumber dnya listrik dapat diperoleh dari sumber utama Perusahaan Lisirik Negara
dan atau generator.

Alat dan kelengkapan instalasi listrik vang dipergunakan pada bangunan dan cara
pemasangannya harus memenuhi Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) dan
SNI-0225 yang berlaku.

Panel induk instalasi harus dilengkapi dengan pemutus tenaga hubungan singkat
ke tanah.

Pembangkit listrik darurat harus dilengkapi dengan pengalih tenaga otomatis,

Setiap instalasi listrik dan perlengkapan bangunan serta peralatannya harus
dirawat, diperiksa dan diteliti secara berkala oleh penanggung jawab bangunan.

Setiap kabel listrik yang digunakan untuk penanggulangan kebakaran harus dari
jenis yang tahan panas, api, benturan dan pancaran air.



Pasal 8
(1) Untuk melindungi bangunan gedung terhadap kebakaran yang berasal dari
sambaran petir, maka pada bangunan gedung khususnya bangunan menengah dan
bangunan tinggi, harus dipasang penangkal petir.
(2) Ketentuan mengenai peralatan dan pemasangan instalasi penangkal petir harus
mengikuti ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam SNI-3990 tentang Tata

Cara Instalasi Penangkal Petir untuk Bangunan dan SNI-3991 tentang Tata Cara
Instalasi Penyalur Petir yang berlaku.

Pasal 9

Mengambil dan menggunakan air dari hidran kota harus seizin Walikota atau Pejabat
yang ditunjuk.

- Pasal 10

Dilarang membiarkan benda atau alat yang “Berapi yang mudah menimbulkan
kebakaran tanpa pengawasan

Pasal 11

Dalam lingkungan perumahan, sekolah, rumah sakit atau rumah perawatan dan
perkantoran. iidak diperkenankan adanya bangunan-bangunan yang dipergunakan
sebagai tempat usaha yang mempunyai ancaman kebakaran tinggi.

BAB IV
PROTEKSI UMUM KEBAKARAN
Pasal 12

(1) Setiap alat pencegah dan pemadam kebakaran yang digunakan harus memenuhi
ketentuan standar nasional yang ditetapkan oleh Walikota.

(2) Setiap alat pemadam api harus dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, yang
memuat urutan singkat dan jelas tentang penggunaan alat tersebut dan dipasang
pada tempat yang mudah dilihat dan harus selalu dalam keadaan baik, bersih
sehingga dapat dibaca serta dapat dimengerti dengan ielas.

Pasal 13

Penentuan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran vang disediakan untuk
pencegahan dan pemadaman, harus disesuaikan dengan klasifikasi jenis kebakaran dan
kemampuan fisiknya.

Pasal 14

(1) Kecuali ditetapkan lain, air harus digunakan sebagai bahan pemadam pokok pada
setiap kebakaran.

(2) Alat pemadam dan alat perlengkapan lainnya harus ditempatkan pada tempat yang
mudah dicapai dan ditandai dengan jelas, sehingga mudah dilihat dan digunakan
oleh setiap orang pada saat diperlukan.

(3) Penentuan jumlah alat pemadam, penempatan, pemasangan dan pemberian tanda-
tandanya harus disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Walikota atau
Pejabat yang ditunjuk.



Pasal 15

Setiap bangunan berupa bangunan pabrik dan atau gudang, bangunan umum dan
perdagangan, bangunan perumahan berdasarkan hasil analisis resiko kebakaran harus
menyediakan kebutuhan air minimum untuk penanggulangan bahaya kebakaran sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

(1) Setiap alat pemadam api ringan harus siap. pakai sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. 1-

(2) Dilarang menggunakan bahan pemadam yang dalam penggunaanya. dapat
menimbulkan proses atau reaksi kimia yang membahayakan keselamatan jiwa dan
kesehatan.

Pasal 17

(1) Instalasi hidran gedung dan atau hidran helaman harus memenuhi persyaratan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus selalu dalam kondisi siap
pakai.
Pasal 18

(1) Pada bangunan menengah dan tinggi terdzhulu yang tidak memiliki kopling
pengeluaran yang berdiameter 2,5 (dua lima persepuluh) inci harus dipasang pipa
tegak kering (dry riser).

(2) Pipa tegak kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan
kopling penvambung yang sesuai dengan kopling yang digunakan Dinas
Penanggulangan Bahava Kebakaran (fire brigade connecrion) dan penempatannya
harus mudah dicapai oleh mobil pompa Dinas Penanggulangan Bahaya
Kebakaran.

Pasal 19

(1) Instalas: alarm kebakaran harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

(2) Instalasi alarm kebakaran harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

(3) Jenis alat pengindera (detektor) vang digunakan harus disesuaikan dengan sifat
PENgEunaarn ruangannya.

Pasal 20

Pemasangan tipe alarm kebakaran harus disesuaikan dengan klasifikasi ketahanan api
bangunan, jenis penggunaan bangunan, jumlah lantai dan jumlah luas minimum per
lantai sebagaimana tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

(1) Setiap bangunan atau bagian bangunan yang harus dilindungi dengan instalasi
alarm kebakaran otomatis, pemercik otomatis atau instalasi proteksi kebakaran
otomatis lainnya harus dipasang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh
Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.



{2) Suatu instalasi pemercik otomatis atsu instalasi proteksi kebakaran otomatis
lainnya, kecuali sistim pemadam api thermatic, harus dihubungkan dengan
instalasi alarm kebakaran otomatis yang akan memberikan isyarat alarm dan
menunji.'.kan tempat asal kebakaran pada panel penunjuknya.

{(3) Setiap pemasangan papan penunjuk atau panel dan katup pemercik yang berfungsi
sebagai sistim alarm otomatis, maka alarm kcbakaran terscbut harus dapat
dihubungkan dengan pos kebakaran terdekat atau Dinas Penanggulangan Bahaya
Kebakaran.

Pasal 22

Instalasi pemercik otomatis yang dipasang pada setiap bangunan atau bagian bangunan
harus sesuai dengan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran bangunan yang
penggunaannya ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yvang ditunjuk dengan klasifikasi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Penggunaan ruang atau bagian bangunan yang mempunyai ancaman bahaya kebakaran
tinggi harus mendapat perlindungan baik dari ketahanan api struktur termasuk dinding,
maupun kelengkapan instalasi proteksi kebakaran, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IIT yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

(1) Jarak minimal antara bangunan harus diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang
berlalu berdasarkan tinggi, lebar dan persentase bukaan yang terdapat pada
bangunan sekitarnya, sehingga apabila salah satu bangunan tersebut terbakar, maka
bangunan lain disekitarnya tidak terpengaruh oleh pancaran panas (radiasi)
kebakaran tersebut.

(2) Jarak antar bangunan yang bersebelahan dengan bukaan saling berhadapan harus
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 25

(1) Sistim pendingin sentral harus direncanakan agar dapat berhenti secara atomatis
apabila teciadi kebakaran,

(2) Saluran (ducting) pendingin harus dilengkapi dengan alat penahan api (fire
damper) yang dapat menutup secara otomatis apabila terjadi kebakaran.

(3) Alat penahan api (fire damper) sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini
pemasangannya harus disesuaikan dengan kompartemen bangunannya.

(4) Penempalan penghambur (diffuser) harus tidak mengurangi kepckaan alat
pengindra kebakaran yang berdekatan.

(3) Ruang panel kontrol (control panel room), Saf/Saluran Mekanikal dan Flektrikal
harus dilindungi dengan bahan tahan api yang mempunyai ketahanan minimum
3 jam.



Pasal 26

(1) Bagian ruangan pada bangunan yang digunakan untuk jalur penyelamatan harus
direncanakan bebas dari asap apabila terjadi kebakaran, dengan sistim
pengendalian asap.

(2) Ruang bawah tanah, ruang tertutup, tangga kebakaran dan atau ruang-ruang vang
diperkirakan asap akan terperangkap harus direncanakan bebas asap dengan

menggunakan ventilasi mekanis, yang akan bekerja secara otomatis apabila terjadi
kebakaran.

(3) Peralatan ventilasi mekanis maupun peralatan lainnya yang bekerja secara terpusat
harus dapat dikendalikan baik secara otomatis maupun manual dari ruang sentral.

(4) Bangun:: atrium harus dilengkapi peralatan yang dapat mengeluarkan asap dari
dalam bangunan. e
BABY
SARANA PENYELAMATAN JIWA
Bagian pertama
Umum
Pasal 27
(1) Setiap bangunan harus memenuhi ketentuan mengenai sarana jalan keluar kecuali
ditentukan lain oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan klasifikasi
peruntukan bangunannya.
(2) Dilarang mengurangi kapasitas sarana jalan keluar dengan mengubah/menambah
bangunan atau mengubah peruntukan suatu bangunan.

Pasal 28

Komponen jalaa keluar harus merupakan kesatuan vang tidak terpisahkan dari
bangunan serta harus dibuat secara permanen.

Pasal 29

(1) Kecuali ditentukan lain oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan
peruntukkan bangunan, kapasitas jumlah orang untuk sarana jalan keluar,
ditentukan sebagai berikut

a.  Jalan kelvar mendatar, termasuk jalan landai klas A, 100 oran g per eksit unit;
b.  Jalan keluar menurun, termasuk jalan landai klas B, 60 orang per eksit unit.

(2) Ukuran serana jalan keluar harus dihitung per unit eksit, dengan lebar per unit
eksit al~lah 60 (enam puluh) cm, kelebihan hitungan di bawah 1 (satu) eksit unit
ditentukan dengan pembulatan ke atas menjadi bilangan tengah atau satuan
penuh.
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(1)

(2

(3)

(1

(@)

(3)

(4)

(1)

(2)

3)

Unit eksit diukur di tempat yang paling sempit dengan langkah boleh menonjol
maksimum 9 ocm di kedua sisi dan sebuah balok boleh menonjol
maksimum 4 cm.

Pasal 30

Apabila diparlukan lebih dari satu jalan keluar untuk 1 (satu) tingkat, maka letak
dari masing-masing jalan keluar harus berjauhan dan harus diatur atau dibuat
sehingga mengurangi kemungkinan terhalangnya penggunaan jalan keluar
tersebut oleh api atau kondisi darurat lainnya.

Pada bangunan bertingkat dan bangunan kopel yang terdiri dari beberapa
unit/petak. harus terdapat bukaan pada bagian atap setiap petak/unit untuk menuju
ke unit/petak yang bersebelahan.

Pagar pembatas antar petak di lantai atap harus setinggi-tingginya 120 (seratus
dua puluh) cm dan minimal pada kedua sisi terjauh bangunan harus disediakan
tangga kebakaran tambahan.

Pasal 31

Jarak tempuh ke jalan keluar bagi bangunan-bangunan yang tidak mempunyai
pemercik harus disesuaikan dengan klasifikasi peruntukan bangunan sebagai
berikut :

a. untuk gedung pertemuan umum (termasuk tempat pendidikan) maksimum 45
(empat puluh lima) meter;

b. untuk perkantoran maksimum 45 (empat puluh lima) meter;

¢. untuk pertokoan maksimum 30 (tiga puluh) meter;

d. untuk perhotelan termasuk bangunan rumah susun maksimum 30 (tiga puluh)
meter:

e. untuk rumah sakit (termasuk panti-panti) maksimum 30 (tiga puluh) meter;

untul: bangunan pabrik maksimum 30 (tiga puluh) meter;

untuk bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran tinggi maksimum

20 (dua puluh) meter.

= ™

Jarak tempuh ke jalan keluar bagi bangunan yang mempunyal pemercik
maksimum 150 % (seratus lima puluh persen) dari jarak tempuh pada bangunan
tak mempunyai pemercik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Jarak tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), hanya berlaku bila
bangunan mempunyai 2 (dua) arah keluar vang tersendiri.

Setiap bangunan yang hanya mempunyai 1 (satu) arah keluar, jarak tempuh ke
jalan keluar pada bangunan yang mempunyai pemercik maksimum 20 (dua
puluh) ™eter dan pada bangunan vang tidak mempunyai pemercik maksimum
15 (lima belas) meter.

Pasal 32

Penempatan setiap jalan keluar dan pencapainnya harus diatur sehingga dapat
digunakan dan dilalui setiap saat.

Jalan menuju keluar harus diatur sehingga tidak melalui bagian yang berbahaya
kecuali jalan tersebut dilindungi secara efektif oleh pemisah atan pelindung fisik
lainnya.

Lebar setiap jalan menuju jalan keluar minimum 120 (seratus dua puluh) cm dan
harus sesuai Jengan jumlah penghuni serta peruntukan bangunannya.
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Pasal 33

Setiap bagian bangunan luar dari sarana jalan keluar antara lain berupa balkon serambi
muka atau atap, harus bebas rintangan, padat rata dan pada bagian-bagian yang terbuka
harus mempunyai pagar pelindung setinggi minimum 90 (sembilan puluh) em dan
terbuat dari bahan yang kuat dan tahan api.

Bagian Kedua
Sarana Jalan Keluar
Pasal 34
Setiap koridor yang berfungsi sebagai jalan keluar harus memenuhi ketentuan sebagai
berikut: :
a. lebar m inimum 1,2 (satu dua persepuluh) meter;
b. lantai diatas dan dibawah permukaan tanah ‘harus mempunyai jalan keluar yang

C.

d.

(1)

(2
(3)

(1

(2)

diatur sedemikian rupa sehingga semua juris n menuju ke tangga;

berhubungan langsung dengan jalan, halaman atau tempat terbuka, yang
berhubungan langsung dengan jalan umum;

setiap pintu yang menuju jalan penghubung buniu harus merupakan pintu yang
dapat menutup sendiri secara otomatis.

Pasal 35

Setiap jalan keluar mendatar harus dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar
dan letaknya diatur sedemikian rupa sehingga jalan tersebut merupakan jalan
yang tidak terputus menuju keluar bangunan.

Pintu yang menghubungkan jalan keluar mendatar tersebut tidak boleh terkunci.

Jalan keluar mendatar pada lantai bawah yang tidak dilindungi oleh bahan yang
tidak mudah terbakar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. terpisah dari lantai di atas maupun di bawahnya dengan konstruksi tahan api
2 (dua) jam.

b. jalan keluar dari lantai atas maupun bawah tidak boleh berakhir pada lantai
daerah kebakaran terbuka kecuali dipisah dengan dinding tahan api minimum
2 (dua) jam.

Pasal 36

Jalan landai klas A yang digunakan sebagai jalan keluar harus memenuls

ketentuan sebagai benkut :

a. lebar minimum 1,2 (satu dua persepuluh) meter;

b. kemiringan minimum 1 (satu) : 10 (sepuluh):

¢. perbedaan ketinggian antara dua bordes, tidak terbatas;

d. kapasitas orang per unit eksit, ke bawah 100 (seratus) orang ke atas 75 (tujuh
puluh lima) orang.

Jalan landai klas B yang digunakan sebagai jalan keluar harus memenuhi

ketentuan sebagai berikut :

a. lebar minimum 90 (sembilan puluh) em:

b. kemiringan minimum 1 (satu) : 8 (delapan);

c. perbedaan ketinggian antara dua bordes maksimum 4 (empat) meter;

d.  kmusitas orang per unit eksit, kebawah 75 (tujuh puluh lima) orang, ke atas
60 (enam puluh) orang.
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(3)

Permukaan jalan landai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), harus diberi
lapisan bahan anti selip.

Pasal 37

Eskalator yang digunakan sebagai sarana jalan keluar harus memenuhi persyaratan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(D

(2)

(3

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(6)

Pasal 38

Setiap ruangan yang digunakan oleh lebih dari 60 (enam puluh) orang, harus
dilengkapi dengan minimum 2 (dua) pintu keluar yang ditempatkan berjauhan
satu dengan yang lainnya.

Pintu keluar harus memenuhi ketentuan seivtizai berikut ;

a. harus berhubungan langsung dengan jalan penghubung, tangga dan halaman
luar, atau jalan umum dan tidak merupakan pintu dorong atau pintu roda;
b. lebar pintu minimum 90 (sembilan puluh) em.

Pintu putar hanya boleh digunakan apabila disamping pintu putar tersebut
dipasang pintu jalan keluar yang memenuhi persyaratan.

Pasal 39

Semua tangga kebakaran yang berada di dalam bangunan harus memenuhi syarat
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang
ditunjuk.

Dilaranr menggunakan tangga spiral sebagai tangga utama, atau tangga
kebaks—a kecuali jika jumlah orang yang setiap harinya menggunakan tangga
tersebut tidak lebih dari 5 (lima) orang.

Tangga yang tidak tergolong dalam jalan keluar terlindung yang digunakan untuk
jalan yang tidak lebih dari 2 (dua) tingkat dengan penghuni yang sama tidak perlu
diberi pelindung, dengan ketentuan bahwa luas kedua tingkat tersebut tidak lebih
besar dari luas maksimal vang diizinkan untuk tingkat di atasnya.

Tangga penghubung atau tangga umum tidak perlu dilengkapi dengan pelindung
apabila keduanya menghubungkan pintu masuk utama dengan tingkat diatasnya
atau apabila menghubungkan lantai dengan lantai tambahan pada tingkat yang
SdaIma.

Tangga tidak memerlukan pelindung apabila hanya melewati satu tingkat
bangunan yang menuju ke atau dari sebuah ruangan tertutup

Ruang kosong di bawah tangga kebakaran tidak boleh digunakan untuk kegiatan
yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran.

Pasal 40

Setiap tangga kebakaran kedap asap harus memenuhi persyaratan sesuai dengan
ketentuan vang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat vang ditunjuk.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

3)

(@)

(1

BAB VI
PENANGGULANGAN KEBAKARAN PADA BANGUNAN
Bagian Pertama
Bangunan Rendah
Paragraf |
Bangunan Pabrik dan atau Gudang (Klasifikasi I}
Pasal 41

Setiap bangunan pabrik harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang
jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran
dan jarak jangkauannya.

Setiap bangunan pabrik dengan ancamam rbahaya kebakaran ringan harus
dilindungi dengan alat pemadam api ringas vang berdaya pada minimum 2 A,
5B — 10B dan ditempatkan pada tempat-tempat yang jangkauannya maksimum 25
(dua pul:h lima) meter.

Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran sedang harus
dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2 A,
10 B — 20 B dan ditempatkan pada tempat-tempat yang jangkauannya maksimum
20 (dua puluh) meter.

Bangunan pebrik dengan ancaman bahaya kebakaran finggi harus dilindungi
dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 20 A, 40B — 80B
dan ditempatkan pada tempat-tempat yang jarak jangkauannya maksimum 15
(lima belas) meter.

Pasal 42

Setiap bangunan pabrik selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4] ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), harus dilindungi pula dengan unit
hidran kebakaran dengan ketentuan bahwa panjang selang dan pancaran air yang
ada dapat menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi.

Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran ringan yang
mempunyai luas lantai minimum 1.000 m® dan maksimum dan maksimum
2.000 m* harus dipasang minimum 2 (dua} titik hidran, setiap penambahan luas
lantai maksimum 1.000 m* harus ditambah minimum ! (satu) titik hidran.

Setiap bangunan pabrik dengan ancaman kebakaran sedang yang mempunyai
luas lantai minimum 800 m” dan maksimum 1.600 m” harus dipasang minimum
2 (dua) titk hidran, setiap penambahan luas lantai maksimum 800 m® harus
ditambah minimum 1 (satu) titik hidran.

Setiap bangunan pabrik dengan ancaman kebakaran tinggi yang mempunyai luas
lantai minimum 600 m’ dan maksimum 1.200 m’ harus dipasang minimum
2 (dua) titik hidran, setiap penambahan luas lantai maksimum 600 m® harus
ditambah minimum 1 (satu) titik hidran.

Pasal 43
Setiap bangunan pabrik dan atau bagiannya yang proses produksinya
mengguiakan atau menghasilkan bahan yang mudah menimbulkan bahaya

kebakaran harus dilindungi dengan sistim alarm sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
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(2) Setiap bangunan gudang yang menyimpan bahan-bahan berbahaya, baik yang
berada di kompleks bangunan pabrik maupun yang berdiri sendiri harus mendapat
perlindungan dari ancaman bahaya kebakaran sesuai dengan ketentuan vang
ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

(3) Pemasangan instalasi pemercik otomatis atau instalasi pemadam lainnya vang
dihubungkan dengan alarm otomatis pada bangunan pabrik dan atan gudang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memperhatikan
keselamatan jiwa orang yang berada di dalamnya.

(4) Apabila penggunaan air untuk pemadaman dapat membahayakan harus digunakan
alat pemadam jenis gas otomatis.

(5) Setiap ruangan instalasi listrik, generator, gas turbin, atau instalasi pembangkit
tenaga listrik lainnya harus dilengkapi dengan detekier kebocoran listrik yang
dihubungkan dengan sistim alarm otomatis dan sistim pemadam otomatis.

(6) Setiap ruangan tempat penyimpanan caian, pas atau bahan bakar mudah
menguap dan terbakar harus dilengkapi dengan detektor gas yang dihubungkan
dengan sistim alarm otomatis dan sistim pemadam otomatis.

Pasal 44

(1) Alat, pesawal, atau bahan cairan dan bahan lainnya yang dapat menimbulkan
ancaman bahaya kebakaran harus disimpan terpisah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

(2) Alat atau pesawat yang menimbulkan panas atau nyala api yang dapat
menyebabkan terbakarnya uap panas atau bahan yang sejenismya, dilarang
dipasang atau digunakan pada jarak kurang dari 2 (dua) meter dari suatu ruangan
yang menggunakan bahan cairan yang mudah menguap dan terbakar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(3) Sistim saluran gas dan cairan yang mudah terbakar harus dilengkapi dengan katup
pengaman yang memenuhi persyaratan dan ditandai dengan jelas.

(4) Ruang atau daerah dalam bangunan pabrik dan atau gudang yang digunakan
untuk penempatan ketel didih, generator, gardu listrik, dapur utama, ruang mesin,
tabung gas, dan ruang atau dacrah lainnya yang mempunyai potensi kebakaran
harus diternpatkan terpisah atau bila ditempatkan pada bangunan utama, harus
dibatasi oleh dinding atau lantai kompartemen yang nilai ketahanan apinya
minimum 3 (tiga) jam, sedangkan pada dinding atau lantai kompartemen tersebut
harus tidak terdapat lubang terbuka, kecuali untuk bukaan yang dilindungi.

Pasal 45

Jumlah maksimal jenis bahan berbahaya yang diperkenankan disimpan dalam
kompleks suatu bangunan pabrik adalah sebanyak jumlah pemakaian untuk selama 14
(empat belas) hari kerja yang diperhitungkan dari jumlah rata-rata pemakaian setiap
hari,



Pasal 46

Setiap ruangan di dalam suatu bangunan pabrik yang menggunakan ventilasi atau alat
hembus atau alat hisap untuk menghilangkan debu, kotoran, dan asap (uap), maupun
penyegar udara, pemasangannya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut ;

a.

(1

(2)

(3

(4)

(1

(2)

3)

pemasangan pesawat ventilasi sistim unit pada dinding bagian luar bangunan harus
dilengkapi dengan sakelar yang dipasang pada dinding di dalam ruangan yang
mudah dijangkau dan digunakan;

pada saluran 'dengan sistim ventilasi atau penghubung sistim sentral harus
dilengkapi dengan penahan api otomatis;

bila menggunakan sistim penahan api dengan cara manual maka penahannya harus
dapat mudah dibuka dan ditutup dari luar ruangan;

pemasangan ventilasi dengan sistim sentral pengoperasiaanya harus dapat
dikendalikan dari ruangan sentral panel bahaya kebakaran baik secara otomatis
maupun manual;

debu, kcforan dan asap yang dikeluarkandderi pesawat ventilasi harus tidak
mengganggu keselamatan umum. .

Pasal 47

Setiap tempat parkir tertutup harus dilindungi dari hahaya kebakaran dengan alat
pemadam api ringan dari jenis gas atau jenis kimia kering serba guna, scsuai
dengan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (3), dan atau dilindungi dengan sistim
pemadam otomatis.

Setiap pelamran parkir terbuka yang luas tidak lebih dari 300 m’ harus
ditempatkan minimum 2 (dua) alat pemadam api ringan jenis gas atau jenis kimia
kering serba guna, yang berukuran minimum 2 A, 10 B — 20 B dipasang di tempat
vang mudah dilihat dan mudah diambil untuk digunakan.

Setiap ruangan harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan APAR yang
luasnya tidak lebih dari 300 m* harus ditempatkan minimum 2 (dua) buah tabung
APAR, dan khusus ruangan yang bersekat-sekat atau kedap suara harus
ditempatkan APAR minimum 1 (satu) tabung.

Setiap kelebihan luas sampai dengan 300 m’® sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), harus ditambah dengan sebuah alat pemadam api.

Paragraf 2
Bangunan Umum dan atau Perdagangan (Klasifikasi II)

Pasal 48

Setiap bangunan umum/tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, tempat
perawatan dan perkantoran harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran
dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimal 2 A, 2 B- 5B dan
ditempatkan dengan jarak jangkau maksimum 20 meter dari setiap tempat.

Setiap bangunan tempat beribadat dan tempat pendidikan harus dilindungi dari
ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdava pada
minimum 2 A, 2B-5B dan ditempatkan dengan jarak jangkau maksimum 235
meter dari setiap tempat.

Setiap bangunan pertokoan atau pasar harus dilindungi dari ancaman bahaya
kebakaran dengan alat pemadam api ringan vang berdaya padam minimum 3 A,



Pasal 49

(1) Setiap bangunan umum atau tempat pertemuan dan perdagangan selain memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, harus dilindungi dengan unit
hidran kebakaran dengan ketentuan panjang slang dan pancaran air yang ada
dapat menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi.

(2) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, tempat
perawatan, perkantoran, dan pertokoan/pasar untuk setiap 800 m” harus dipasang
minimum 1 (atu) titik hidran.

(3) Setiap bangunan tempat beribadat dan pendidikan untuk setiap 1.000 m’ harus
dipasang minimum 1 (satu) titik hidran.

Pasal 50

{1) Bangunan gedung parkir harus dilindungi das* ancaman bahaya kebakaran dengan
alat pemadam api ringan, alarm kebakaran, hidran kebakaran dan pemercik
(springkler) sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bangunan pabrik dengan
ancaman bahaya kebakaran sedang.

(2) Setiap peralatan parkir terbuka termasuk pool kendaraan harus dilindungi dari
ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api jenis gas atau kimia kering
serba guna yang berdaya padam minimum 3A, 5B -10B dan ditempatkan pada
setiap tempat dalam jarak jangkau maksimum 30 meter dari setiap tempat.

(3) Setiap pocl kendaraan harus dilindungi dengan hidran kebakaran sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2).

Pasal 51

Setiap Bangunan Umum dan atau Perdagangan harus dilindungi sistem alarm sesuai
dengan ketentuan dalam Pasal 2(0.

Pasal 52

Setiap Bangunan Rumah Sakit atau Perawatan, Laboratorium vang terdiri 3 (tiga)
lantai atau lebih harus dilindungi dengan sistim pemercik (springkler) sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Paragraf 3
Bangunan Rumah dan Perumahan (Klasifikasi ITI)
Pasal 53
(1) Pada perumahan dalam lingkungan perkampungan padat, disetiap rukun warga
(RW) harus disiapkan minimum 1 (satu) unit pompa mudah jinjing dan tangki.
penampungan air dengan kapasitas minimum 30 m® dan penyediaannya

dibebankan kepada Pemerintah Kota, sedangkan tanggungjawab penggunaan
serla perawatannya diserahkan kepada Lurah yang bersangkutan.

(2) Setiap bangunan perumahan dengan luas minimum 1.000 m® harus memasang
minimum 1 {satu) titik hidran.

(3) Bangunan perumahan lainnya yang mempunyai 4 (empat) lantai harus dipasang
sistim alarm kebakaran otomatis.
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Pasal 54

Bagi bangurar. perumahan lainya dan bangunan perumahan yang merupakan bangunan
menengah atau tinggi berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

4

(3)

(6)

(1)

(2)

Pasal 55

Ruang instalasi pendingin sentral, pembangkit tenaga listrik, dapur umum, tempat
menyimpan bahan bakar, cairan yang mudah terbakar, atau yang sejenisnya, harus
mendapat perlindungan khusus terhadap ancaman bahaya kebakaran yang berupa
instalasi pemadam kebakaran otomatis dan alat pemadam kebakaran berukuran
besar.

Ruangan pembangkit tenaga listrik atau yang sejenisnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), harus ditempatkan tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 56

Setiap Rukun Tetangga (RT) di lingkungan perumahan harus menyediakan
sebugh alat pemadam api ringan yang mempunyai daya padam minimum 2 A, 5 B
dan harus disediakan di tempat yang mudah terlihat dan digunakan.

Pengawasan teknis dan administrasi dari alat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dipertanggungjawabkan kepada Lurah setempat.

Di samping ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setiap
lingkungan Rukun Warga (RW) yang rawan kebakaran minimal harus dilengkapi
dengan sebuah pompa kebakaran mudah jinjing dan tangki air/penampang air atau
hidran kebakaran yang bertanggung jawab penyediaannya dibebankan kepada
Pemerintah Kota, sedangkan tanggungjawab penggunaan dan perawatannya
diserahkan kepada Lurah vang bersangkutan.

Pengawaszan teknis dan administrasi pompa kebakaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), dilakukan oleh Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Setiap kompleks perumahan perkampungan harus menyediakan pasir, karung,
ember, persediaan air seperlunya, dan perlengkapan pemadam lainnya yang
ditempatkan di suatu tempat sehingga mudah digunakan.

Perlengkapan pemadam sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus selalu berada
dalam keadaan baik dan sewaktu-waktu siap untuk digunakan, sedang tanggung
jawab tentang penyvediaan alat tersebut diserahkan kepada Lurah wyang
bersangkutan.

Paragraf 4
Bangunan Campuran
Pasal 57

Terhadap setiap bangunan campuran berlaku ketentuan pencegahan dan
pemadaman kebakaran yang terberat dari fungsi bagian bangunan yang
bersangkutan.

Pengecualian dari ketentuan pada ayat (1), apabila pada bagian bangunan yang
fungsinya mempunyai ancaman bahaya kebakaran lebih berat dipisahkan dengan
kompartensen yang ketahanan apinya disesuaikan dengan ancaman bahaya
kebakaran yeng lebih berat tersebut sesuai dengan ketentuan vang berlaku,
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(3)

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

Setiap alat penutup harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. dipasang sedemikian rupa sehingga pintu kebakaran akan menutup secara
otomatis apabila suhu ruangan mencapai 60 derajat Celcius atau 30 derajat
Celcius di atas suhu maksimal ruangan;

b. alat pencatat suhu harus dipasang di atas pintu;

¢. pintu dalam suatu ruangan yang berhubungan (interconnected doors) harus
dibuat sedemikian rupa sehingga kedua pintu menutup secara otomatis
apabila suhu ruangan menggerakkan alat tersebut;

d. pada pintu yang dapat menutup sendiri dilarang ditempatkan alat lain yang
dapat menghalangi bekerjanya alat penutup tersebut. .

Pasal 61

Setiap bangunan menengah harus dilindungi sistim pengendalian asap vang

ketentuan pemasangannya memperhatikan hal-hal scbagai berikut :

a. bagian ruangan pada bangunan, yang digunakan untuk jalur penyelamatan
harus direncanakan bebas asap bila terjai kebakaran;

b.  ruang bawah tanah, ruang tertutup, tangga kebakaran, dan atau ruang lainnya
yang diperkirakan asap akan terkumpul harus direncanakan bebas asap,
dengan menggunakan ventilasi mekanis yang akan bekerja secara otomatis
bila terjadi kebakaran;

¢. peralatan ventilasi mekanis maupun peralatan lainnya vang bekerja secara
terpusat, harus dapat dikendalikan baik secara ofomatis maupun manual dari
ruang sentral;

d. sisim pendingin sentral harus direncanakan agar dapat berhenti secara
owmalis bila terjadi kebakaran;

e. cerobong (ducting) pendingin harus dilengkapi dengan peralatan khusus
sehingza dapat menutup secara otomatis bila terjadi kebakaran;

f. setelah pemasangan sistim pengendalian asap selesai, perlu dilakukan
pengujian dengan memberikan asap pada saluran yang terpasang;

g pemeliharaan harus dilakukan dengan memeriksa saluran apakah ada yang
menyuambat atau tidak;

h. sistim pengendalian asap yang dipasang pada tangga kebakaran harus dapat
bekerja secara otomatis bila terjadi kebakaran.

Cerobong atau ruang kerekan dengan luas penampang lebih dari 0.4 m* dan
melewati lebih dari 2 (dua) tingkat bangunan akan tetapi tidak saapai atap
bangunan, barus dilengkapi dengan ventilasi asap yang luasnya minimum 35 %
(lima persen) dari luas penampang cerobong dan memiliki daya tahan api yang
sama dengan pelindung cerobong,

Luas ventilasi asap tiap kendaraan lift maksimum 0,3 m’ dan untuk cerobong
lainnya maksimum 0,05 m”,

Ventilasi asap tunggal pada bukaan tegak hanya diizinkan apabila lubangnya
menembus atas, apabila tidak menembus harus dipasang 2 (dua) buah ventilasi
asap vang luasnya sama dengan lubang ventilasi asap tunggal vang berujung pada
sisi yang berlainan.

Ventilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4). harus mempunyai dinding yang
tidak berlubang-lubang dan tidak boleh berhubungan dengan atau melayani
lubang vertilasi maupun cerobong lainnya.

Kamar instalasi mesin lift termasuk lift makanan dan barang yang langsung

berhubungan dengan cerobong lift harus dilindungi dengan dinding yang tidak
mudah terbakar.
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(7) Pemisah antara kamar mesin dan cerobong lift harus terbuat dari bahan yang tidak
mudah terbakar dengan bukaan yang hanya diperlukan untuk ventilasi.

Pasal 62

Setiap pengisap asap dari ruang bawah tanah dan bagian bawah tanah harus memenuhi
ketentuan sebagai berikut :

a, penempatannya harus diatur sedemikian rupa sehingga tersebar dengan baik pada
tempat yang menghadap ke jalan atau pada dinding luar;

h.  dibuat sebanyak dan sebesar mungkin dengan luas penampang minimum 0,1 m*
untuk setiap 140 ra” dari rang tersebut;

¢.  pengisap asap pada ruang ketel didih, gudang bahan bakar, dan ruang dengan
peralatan yang mengandung minyak harus dipasang tersendiri;

d.  ditutup dengan bahan vang mudah dipecah oleh petugas pemadam lebakarar dan

~ diberi tanda yang jelas pada bagian luar basigunan yang berdekatan dengan
lubang asap tersebut;

e. cerobong pengisap asap vang mcncmhus lantai di atasnya harus dilindungi
dengan dinding tahan api yang sama dengan ruangan atau lantai tersebut dan tidak
berlubang dan apabila beberapa cerobong pengisap dari bagian bangunan
bertemu, maka cerobong tersebutl harus terpisah satu dengan lainnya:

f.  untuk pemasangan dan pemeliharaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 61 ayat (1) huruf { dan huruf g.

Pasal 63

(1} Sistim penvediaan udara segar pada bangunan harus memenuhi ketentuan yang
berlaku.

(2) Sistim penyediaan udara segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuat
sedemikian rupa, sehingga bila terjadi kebakaran dapat berhenti secara otomatis.

Pasal 64

(1) Seriap bangunan menengah harus dilindungi dari ancaman bahava kebakaran
dengan sistim pemercik otomatis sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22.

(2) Sesuai dengan kebutuhan, bagian bangunan yang tidak menggunakan sistim
pemercik otomatis harus dilengkapi dengan detektor vang dihubungkan dengan
sistim pemercik otomatis itu yang ada dalam bangunan.

(3) Pada tempat-tempat tertentu dalam bangunan yang diharuskan dilindungi oleh
sistim tabir air (water curtain), pemasangan tabir air harus sesuai dengan
ketentuan yvang berlaku.

Pasal 65
Setiap bangunan menengah harus dilindungi oleh suatu sistim alarm otomatis sesuai

dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21.

Pasal 66

(1) Setiap bingunan menengah harus dilindungi oleh suatu sistim hidran sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
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(2)

(3)

Pemasangan hidran harus sedemikian rupa agar dengan panjang slang dan
pancaran air seluruh permukaan lantai di dalam bangunan dapat dicapai dan
dilindungi.

Hidran ketika digunakan harus dapat memancarkan air dengan tekaran kerja yang
konstan.

Pasal 67

Setiap tempat pada bangunan menengah harus dilindungi dengan alat pemadam api
ringan yang kemampuan daya padam, jumlah dan penempatannya sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

(1)

(2)

3

(1

(2)

(3)

(%)
(3)

(6)

o)

Pasal 68

Bila pelaksanaan pembangunan telah mefcapai ketinggian 15 meter harus
dipasang sistim hidran darurat yang siap untuk digunakan.

Pemasangan hidran harus sejalan dengan tahap pembangunan dan selalu siap
digunakan pada lantai minimum 2 (dua) tingkat dibawah tingkat t=rtinggi vang
sedang dibangun.

Bagian bangunan yang sudah selesai dibangun dan telah dimanfaatkan atau
dipergunakan, walaupun bangunan belum selesai keseluruhannya, diberlakukan
ketentuaa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66 dan
Pasal 67.

Pasal 69

Setiap bangunan menengah harus dilengkapi dengan lift dan atau alat pengangkat
mekanik dan atan eskalator yang harus dipasang sesuai dengan ketentuan vang
berlaku.

Untuk tugas penanggulangan kebakaran paling sedikit sebuah lift harus dapat
berfungsi sebagai lift kebakaran sehingga setiap lantai atau tingkalt bangunan
dapat dilayani oleh minimum sebuah lift kebakaran yang dilindungi dengan
dinding ruang luncur tahan api minimum 2 (dua) jam.

Lift sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mempunyai sakelar kebakaran
(fire switch) jenis tombol tekan yang ditempatkan di lantai dasar dekat pintu lift
dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Walikota atau pelabat yang
ditunjulk.

Pintu penutup ruang luncur atau kendaraan lift harus tahan api minimum 1 (satu)
Jjam dan harus kedap asap.

Bagian dalam, termasuk hiasan dalam kendaraan lift harus dibuat dari bahan yang
tidak mudah terbakar sesuai dengan ketentuan vang berlaku.

Bagian luar atap atau lantai kendaraan lift harus dibuat dan atau dilapis dengan
bahan yang tidak mudah terbakar, sedangkan lapisan terakhir harus tahan api
sesual dengan ketsntuan yang berlaku.

Ruang luncur lift harus mendapat ventilasi sesuai dengan ketentuan vang
berlaku.
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(7)

Lift tunggal harus memenuhi ketentuan sesuai dengan lift kebakaran.

Setiap lantai harus dilayani oleh minimum sebuah lift kebakaran dengan ukuran
pintu yang minimal harus dapat dilalui usungan (brand car) secara horizontal
yang berukuran 2 x 0,70 m?,

Sumber tenaga listrik untuk lift kebakaran direncanakan dari dua sumber vang

berbeda, sehingga aliran listrik dapat berpindah secara otomatis apabila terjadi
kebakaran dan aliran listrik tersebut berdiri sendiri.

Bagian Ketiga
Bangunan Tinggi
Pasal 70
Terhadap bangunan tinggi berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 58 sampai dengan Pasal 69, kecuali dalam Pasal 59 ayat (6), untuk pintu
kebakaran dan koridor jalan keluar harus mempunyai ketahanan api minimum

2 (dua) jam.

Setiap lantai bangunan tinggi harus dilindungi dengan sistim pemercik otomatis
secara penuh.

Tangga kebakaran pada bangunan tinggi harus dari tipe yang kedap asap
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

Pada atap teratas bangunan harus disediakan fasilitas penyelamatan jiwa dalam
keadaan darurat,

Untuk keperluan penyelamatan jiwa manusia dan atau keperluan lainnya, atap
teratas bangunan dapat dipersiapkan landasan helikopter,

Penyediaan landasan helikopter sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), harus
memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Waliko: atau pejabat yang ditunjuk dapat mewajibkan pada bangunan tertentu
untuk menyediakan landasan helikopter pada bagian teratas bangunan.
BAB VII
PENANGGULANGAN KEBAKARAN PADA ALAT ANGKUTAN

Pasal 71

Setiap kendaraan bermotor roda 3 atau lebih yang kegiatannya diperuntukan sebagai
angkutan umum baik orang maupun barang wajib memiliki alat pemadam kebakaran
berupa tabung racun api APAR sekurang-kurangnya 1 (satu) tabung ukuran APAR 2A
atau yang setara dan ditempatkan pada tempat yang mudah dijangkau, khusus untuk
mobil tangki Bahan Bakar Minya atau gas sekurang-kurangnya 2 (dua) tabung APAR
ukuran 10A atau yang setara.
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Pasal 72

Setiap angkutan sungai berupa kapal motor, motor sungai, kapal ferry, kapal laut, speed
boat dan sejenisnya yang menggunakan motor sebagai tenaga penggerak, vang
kegiatannya dipergunakan untuk angkutan vmum di sungai baik orang maupun barang
kecuali jenis ketek wajib memiliki alat pemadam kebakaran berupa tabung racun api
APAR yang diatur sebagai berikut :

a. Kapal motor, motor sungai, speed boat dan sejenisnya sekurang-kurangnya 1 (satu)
tabung racun api APAR dengan ukuranl0A atau yang setara.
b. Kapal laut, kapal ferry dan sejenisnya sesuai dengan ukuran dan jenis.

BABVI
PEMERIKSAAN DAN PERIZINAN
Pasal 73

(1) Setiap gambar dan data teknis perencartd:n instalasi proteksi kebakaran dan
sarana penyelamatan jiwa pada bangunan harus terlebih dahulu mendapat
persetujuan dari Walikota atau Pejabat yvang ditunjuk.

(2) Setiap pelaksanaan pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan atau sarana
penyelamatan jiwa pada bangunan harus mendapat persetujuan dari Walikota atau
Pejabat yang ditunjuk, setelah diadakan pemeriksaan oleh petugas yang
herwenang.

(3) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada avat (2), ternyata masih
banyak terdapat ketentuan-ketentuan yang belum dipenuhi, Walikota atau Pejabat
yang ditunjuk dapat memerintahkan wuntuk menunda dan atau melarang
penguunasn suatu bangunan sampai dengan dipenuhinya persyaratan,

Pasal 74

(1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan pemeriksaan
pekerjaan pembangunan dalam hubungannya dengan persyaratan pencegahan
bahaya kebakaran.

(2) Pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), adalah pemeriksaan ketentuan pencegahan dan pemadam kebakaran
untuk bangunan rendah, menengah dan tinggi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 serta ketentuan penyediaan alat pemadam selama pembangunan sedang
dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.

(3) Apabila dalam pemernksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat hal-
hal yang meragukan atau yang sifainya tertutup, Walikota atau Pejabat yang
ditunjuk dapat memerintahkan untuk mengadakan penelitian dan pengujian.

(4) Semua pembiayaan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), menjadi beban sepenuhnya dari pemilik atan
pengelola, dan atau penanggungjawab bangunan tersebut.

Pasal 75

(1) Setiap bangunan yang dipersyaratkan mempunyai instalasi proteksi kebakaran
dan sarana penyelamatan jiwa harus diperiksa secara berkala tentang
kelengkapan dan kesiapan, sarana penanggulangan kebakaran, sarana
penyelamatan jiwa dan hal-hal lain yang berkaitan langsung dengan usaha
penanggulangan kebakaran.
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Bangunan yang telah diperiksa secara berkala dan telah memenuhi persyaratan
harus mendapatkan stiker klasifikasi tingkat bahaya dan sertifikat layak pakai
yvang dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat vang ditunjuk.

Bangunan yang telah diperiksa secara berkala dan belum memenuhi persyaratan,
harus tetap mendapat stiker klasifikasi tingkat bahaya dan mendapatkan Surat
Tanda Bukti Pemeriksaan serta rekomendasi perbaikannya yvang dikeluarkan
oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Stiker klasifikasi tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus
dipasang pada bagian dinding dekat pintu masuk utama pada ketinggian 2 (dua)
meter dari permukaan tanah atau lantai agar mudah dilihat.

Sertifikat layak pakai harus dilengkapi dengan daftar kelengkapan dan kesiapan
sarana penanggulangan kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa yang telah ada.

Apabila dipandang perlu Walikota atau P_ejnbat vang ditunjuk dapat melarang
penggunaan bangunan yang belum memer hi persvaratan dan atau mengandung
ancaman bahaya kebakaran tinggi.

Pasal 76

Potensi ancaman bahaya kebakaran yang ada di suatu bangunan, alat pencegah
kebakaran, alat pemadam kebakaran dan alat atau sarana penvelamatan jiwa
dapat diperiksa sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Setiap pemilik dan atau pemakai alat pencegah dan pemadam kebakaran
scbagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberi kesempatan dan membantu
kelancaran terlaksananya pemeriksaan.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh petugas
Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran vang harus dilengkapi dengan surat
tugas dan memakai tanda pengenal khusus yang jelas pada waktu melaksanakan
tugasny a.

Alat pencegah dan pemadam kebakaran yang tidak memenuhi persyaratan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku harus segera diisi, diganti dan atau diperbaiki
sehingga selalu berada dalam keadaan siap pakai.

Hasil pemeniksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menentukan
diperolehnya sertifikat layak pakai untuk waktu tertentu berdasarkan ketentuan
yvang berlaku.

Pasal 77

Pemilik pengelola dan atau penanggungjawab bangunan sepenuhnya bertanggung
jawab atas kelengkapan, kelaikan seluruh alat pencegah dan pemadam kebakaran sesuai
dengan klasifikasi, penempatan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan penggantian
alat tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

(1)

Pasal 78
Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam melakukan tugas dapat memasuki

dengan leluasa dan tanpa membayar dimana diadakan pertunjukan, keramaian
umum, pertemuan atau kegiatan lainnya.
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Penyelenggara pertunjukan atau perfemuan schagaimana dimaksud pada
ayat (1), wajib melakukan tindakan yang diperintahkan oleh petugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kepentingan pencegahan bahaya
kebakaran baik sebelum, selama dan sesudah berlangsungnya pertunjukan atau
pertemuan tersebut.

Pasal 79

Setiap perorangan dan atau badan yang melaksanakan pemasangan sistim
instalasi proteksi kebakaran harus mendapat izin dari Walikota dan atau Pejabat
vang ditunjuk.

Setiap perorangan dan atau badan yang memasang, mendistribusikan,
memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pencegah dan pemadam
kebakaran dan pengisian kembali harus imendapat izin dari Walikota atau
Pejabat yang ditunjuk. :

[zin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku 3 (tiga) tahun dan
dapat diperpanjang atau diperbaharui.

Pemegang izin harus membuat laporan tertulis kepada Walikota atau Pejabat
yang ditunjuk tentang seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
avat (2).

BABIX
KEWENANGAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Pasal 80

Setiap penduduk yang berada di daerah kebakaran, yang mengetahui terjadinya
kebakaran, wajib membantu secara aktif mengadakan usaha pemadaman
kebakaran, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum.

Barang sizpa yang berada di daerah kebakaran dan mengetahui tentang adanya
kebakaran wajib segera melaporkannya kepada Dinas Penanggulangan Bahaya
Kebakaran dan atau instansi lain yang terdekat.

Instansi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah menerima
laporan tentang terjadinya suatu kebakaran wajib melaporkannya kepada Dinas
Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Pasal 81

Dalam penanggulangan kebakaran, penyelamatan jiwa harus lebih diutamakan
daripada penyelamatan harta benda.

Untuk menanggulangi kerugian harta benda akibat kebakaran, setiap pemilik
alau penanggung jawab bangunan wajib mengikuti program jaminan
penangzulangan risiko kebakaran.

Pelaksanaan atas penyelenggaraan program jaminan penanggulangan risiko
kebakaran ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
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Pasal §2

Sebelum petugas Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran tiba di tempat
terjadinya kebakaran, Komandan Barisan Sukarela Kebakaran, atau penanggung
jawab tempat tersebut, atau Pejabat setempat atau anggota Polisi vang tertinggi
pangkatnya yang hadir, berwenang dan bertanggung jawab mengambil tindakan
dalam rangka tugas pemadaman.

Setelah petugas pemadam kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran demi
kepentingan keselamatan umum dan pengamanan setempat, dilarang bagi setiap
orang di daerah bahaya kebakaran, kecuali para petugas.

Setelah petugas Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran tiba di tempat
terjadinya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wewenang dan
tanggung jawab beralih pada pimpinan petugas Dinas Penanggulangan
Kebakaran.

Setelah kebakaran dipadamkan, pimpinan petugas Dinas Penanggulangan
Bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud pada avat (3), harus segera
menyerahkan kembali wewenang dan tanggung jawab dimaksud kepada
penanggung jawab tempat tersebut, kecuali ditentukan lain oleh Walikota atau
Pejabat yang ditunjuk.

Sebelum pimpinan petugas Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran
menyerahkan kembali wewenang dan langgung jawab sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) Pasal ini, harus diadakan penyelidikan pendahuluan baik oleh
pihak Kepolisian maupun oleh Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Penyelidikan pendahuluan dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk kepentingan
pengusutan lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk memperoleh data lengkap tenlang sebab kebakaran, Dinas
Penai zgulangan Bahaya Kebakaran berwenang atau dapat melakukan
pemeriksaan penyebab kebakaran.

Setelah pimpinan petugas Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran
menyerahkan kembali wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) Pasal ini, yang bersangkutan harus segera membuat laporan tertulis
secara lengkap tentang segala hal yang berhubungan dengan kebakaran tersebut
kepada Kepala Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Pasal 83

Pada waktu terjadi kebakaran, siapapun yang berada di daerah kebakaran
diwajibkan menaati petunjuk dan atau perintah yang diberikan oleh para petugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dan ayat (3).

Hal-hal yang terjadi di daerah kebakaran vang disebabkan karena tidak
dipatuhinya petunjuk dan atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari yang bersangkutan.

Dilarang memindahkan dan atau membawa barang-barang ke luar dari Daerak

kebakaran tanpa izin petugas sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 81
ayat (1) dan ayat (3).
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Pasal 84

(1) Pemilik dan atau penghuni bangunan atau pemilik perkarangan berkewajiban
memberikan bantuan kepada para petugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 80 ayat (1) dan ayat (3), baik diminta maupun tidak untuk kepentingan
pemadaman kebakaran.

(2) Pemilik dan atau penghuni bangunan atau pemilik perkarangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), berkewajiban pula menghindarkan segala tindakan yang
dapat mengzhalangi atau menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pemadaman
kebakaran.

Pasal 85

Pemilik dan atau penghuni bangunan atau pemilik perkarangan wajib mengadakan
tindakan dan memberikan kesempatan demi terlaksananya tugas pemadaman guna
mencegah menjalarnya kebakaran, atau menghintafi bahaya kebakaran, baik didalam
maupun di perkarangan rumahnya atau bangunan lainnya.

Pasal 86

Apabila bekas kebakaran yang berupa bangunan dan atau barang dapat menimbulkan
ancaman keselamatan jiwa seseorang dan atau bahaya kebakaran, pemilik dan atau
penghuni bangunan dan barang tersebut wajib mengadakan dan memberikan
kesempatan terlaksananya tindakan yang dianggap perlu oleh pimpinan petugas Dinas
Penanggulangan Bahaya Kebakaran atau Kepolisian, tanpa menuntut ganti rugi kepada

siapapun.

Pasal 87

(1) Wewenang dan tanggung jawab tentang penutupan daerah kebakaran dan jalan
umum berada ditangan pimpinan petugas Dinas Penanggulangan Bahaya
Kebakaran dan atau pimpinan petugas Kepolisian yang bertugas di tempat
kebakaran tersebut, kecuali ditentukan lain oleh Walikota atau Pejabat yang
ditunjuk.

(2) Penutupan daerah kebakaran dan atau penutupan jalan umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus segera dilaporkan kepada Walikota atau Pejabat

vang ditwyjuk.

BABX
PEMBINAAN
Pasal 88

(1) Dinas Penanggulangan Bahava Kebakaran harus melaksanakan progrem latihan
pencegahan dan pemadaman kebakaran kepada aparat Dinas Penanggulangan
Bahaya Ksbakaran dan atau pihak terkait lainnya secara berkala, teratur dan
terus menerus kecuali ditentukan lain oleh Walikota atau Pejabat vang ditunjuk.

(2) Dalam rangka pembinaan, Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran melalui
partisipasi masyarakat membentuk Barisan Sukarelawan Kebakaran Kota
Palembang, vang pengaturannya lebih lanjut ditetapkan oleh Walikota atau
Pejabat yang ditunjuk.
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(3} Untuk bangunan perumahan dalam lingkungan perkampungan dan bangunan
perumahan sederhana harus ditunjuk dan ditetapkan seorang pimpinan atau
Komandan Balakar yang bertanggung jawab atas pembentukan kesatuan Balakar
pada lingkungan masing-masing dan pelaksanaan program lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

{4) Untuk bangunan rumah susun yang kapasitas penghuninya lebih dari 50 {lima
puluh) orang dan bangunan pabrik serta bangunan umum dan perdagangan yang
kapasitas penghuninya lebih dann 30 (tiga puluh) orang harus ditunjuk dan
ditetapkan Kepala dan Wakil Kepala Keselamatan Kebakaran Gedung yang
harus bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen sistim pengamanan
kebakaran setempat.

(5) Terhadap bangunan vang sudah dilengkapi APAR, kepada pemilik atau
pengusaha atau pengelola agar mengikutsertakan staf-nya untuk dididik dan
dilatih ketrampilannya mengenai penggunaan APAR.

BAB XI

RETRIBUSI
Bagian Pertama
Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 89

Objek Retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah
Kota atau Pejabat yang ditunjuk terhadap alat pencegah kebakaran, alat pemadam
kebakaran dan alat atauw sarana penyelamatan jiwa yang dimiliki dan atau
dipergunakan olch orang atau badan pada gedung-gedung pelayanan umum. industri,
perdagangan den gedung-gedung bertingkat termasuk apartemen, kondominium,
rumah susu, rumah penduduk, kendaraan bermotor roda 3 (tiga) atau lebih serta
angkutan su..gai.

Pasal 90

Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang mendapat pelayanan dari Pemerintah
Kota dibidang pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pencegah kebakaran,
alat pemadam kebakaran dan alat atau sarana penyelamatan jiwa.

Bagian Kedua
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 91
Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :

a.  Pengujian dan atau pemeriksaan instalasi proteksi kebakaran dan alal atau sarana
penyelamatan jiwa pada pelaksanaan pembangunan gedung dalam rangka

penggunaan gedung :
L < Hidran BRlRBa.. .o csirsssnis smasasesonsasarorssonss Rp. 15.000,-/titik
= Hidran gedung..........conieneniseeemssessnsssssssns Rp. 20.000,-/titik
2. PeeciRISPOnERIET . oo Rp. 25.000,-/150 m *
3. Alsry KeBalMan . ..oiiuivineiiainine Rp. 25.000,-/1antai
4. Alat Penahan Api (fire dampre)
4.1. Dengan motor.......cocooveerivecieieneerrrnsosens Rp.10.000,-/buah
4.2. Sambungan lebur.........ccoccnnrecniisenieiens Rp. 5.000.-/buah
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b.

5. Kipas Angin Bertekanan

5.1 sld TD0CIN b
52 TO01-a/3 1000 elmi i
5.3 10000 e leblly. i ascunigi.

6. Instalasi Pemadam Khusus ...
Instalasi lainnya yang belum termasuk butir 1 - 6

7.1. Berdasarkan luas lantai ...........ccceenee
7.2. Berdasarkan peralatan yang dipasang ..

8. Alat Pemadam Api

8.1. Jenis air bertekanan
5 T 5 L R N R Ry e
o SRR ) B B T
8.2. Jenis busa kimia
B.2LSMAOL .ot iians
822, 10 L keatas ......c. coorereranssamsarsesaes
8.3. Jenis busa mekanik
e B B e R R e it
i R B 0 v e e e St
8.4. Jenis kimia kering serbaguna
AN L
A2 ThoheamE .. i
8.2, lenis carbon dioksida (CO3)
BN waeRe
B2 TEekKesls....omemanmins ity | .

0. Pemeriksaan Visual

9.1. Luas ruangan
01T BRI R0m e
9.1.2. 2.001s/d 5.000m’......ccooionennen.
9.1.3, 5.001 s/d 10.000 m”......ccorrrvererree
9.1.4. 10.001 s/d 20.000 m® ......ooorvveennn.
9.1.5. 20.001 s/d 40.000 m®......ocovvenirenee
9.1.6. 40,000 Keatas ........occrerseeeresreeensrunee
9.2. Bahan-Bahan Berbahaya (B3)
9.2.1. Bahan yang mudah menyala .......
9.2.2. Bahan yang beracun ........ccceevree
9.2.3, Bahan-bahan perusak .................
G.2.4. Bahan-bahan pada kondisi
normal mudah menvala .......c........
9.2.5. Bahan-bahan yang karena
pengaruh panas benda lain
mudah terbakar........ocoviiiiniiiiins
9.2.6. Bahan-bahan lain yang
belum termasuk dalam
anglen 9. 2.1 9 DS

Rp.15.000,-/buah

Rp.25.000,-/buah

Rp.50.000,-/buah

Rp. 3.500,-/m®

Rp. 50-/m’
Rp. 2.500.~/buah

Rp. 5.000,-tabung
Rp.10.000,-/tabung

Rp. 5.000,-/tabung
Rp.10.000,-/tabung

Rp. 5.000.-/tabung
Rp.1 ﬂ.l}ﬂ-ﬁ,-..f'tahung

Rp. 5.000,-/tabung
Rp.10.000,-/tabung

Rp. 5.000,-/tabung
Rp.10.000,-/tabung

Rp.200,-/m*
Rp.150,-/m*
Rp.100,-/m*
Rp. 80,-/m’
Rp. 60,-/m”
Rp. 50,-/m*

Rp. 100.-/kg
Rp.  75,-kg
Rp. 50.-'kg

Rp.15.000,~/ton
Rp. 5.000,-/ton

Rp. 2.500,~/ton

Pemerikszan berkala atas kelengkapan alat atau sarana penyelamatan jiwa dan

bahan-bahan berbahaya (B3).

1. Pemeriksaan Visual (Luas Ruangan)
L1, S/ 2000 M2 e seeeeeessesesseseeasseens
1.2, Z00L &/ FO0BIME ... ccomoicsemmaersimsnsessssio
1.3, SO0V YOO B o inisissssmis iass
1.4 10000 /4 200000 Mm% oo
1.5.20.001 s/d 40.000m> ..o
1.6. 40.000 m® Keatas ...........ooovooveeeeevrennnn

Rp. 175.-/m’
Rp. 125-/m’
Rp. 100,-/m?
Rp.  75.-m°
Rp.  60,-/m?
Rp. fi[],-x'm2
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1.7. Bahan-Bahan Berbahaya (B3)
1.7.1. Bahan-bahan yang mudah menyala.. Rp.  75.-/kg
1.7.2. Bahan-bahan beracun .................. Rp.  50,-kg
1.7.3. Bahan-bahan perusak ................... Rp. 30,-/kg
1.7.4. Bahan-bahan pada kondisi normal
sangat mudah terbakar (minimal

e e L T Rp.10.000,-/ton
1.7.5. Bahan-bahan yang karena pengaruh

panas benda lain akan mudah

REBBERE s venimsmr e Rp. 3.000,-/ton

1.7.6. Bahan-bahan berbahaya lainnva yang
belum termasuk dalam angka 1.7.1
s R o s B Rp. 2.000,~'ton

2. Pengujian Instalasi
2.1. Hidran kebakaran

1L Halamman s L Rp.15.000,-/titik
2.1.2. Gedung..........ccoennereseseirenee ..., Rp.20.000,-'titik
2.2. Alarm otomatis (minimal 200 m?) ... ... Rp.15.000,-/lantai
221,200 &/d 2 00000 4.ivsisisisssssnionsss Rp. 50,/ m’
222.2.001 $/d5.000m’............. : Rpe . 354
2.2.3.5.001 5/d 10.000 m” ..................... Rp. 25-/m’
2.2.4.10.001 s/d 20.000 m” ... Rp. 20/ m?
2.2.5.20.001 s/d 40.000 mP...vvrerrrnnen.. Rp. 15-/m’
2.2.6. 40,001 m® keatas ............cerreevennns Rp. 10,/ m?
2.3. Pemercik (springkler) (minimal 100 m®) Rp.15.000.-/lantai
2.3.1. 200 5/d 2.000......cvceecerrereerreerenrnne Rp. 50,/ m?
2.3.2.2.0015/d 5.000m’.........cooveeo.  Rp. 40,/ m?
23.3.5.001 s/d 10.000m> ...........cnn...s Rp. 30-/m’
2.3.4.10.001 s/d 20.000 m>................... Rp. 25.-/m?
2.3.5.20.001 s/d 40.000 m>................... Rp. 20+ m>
2.3.6. 40.001 m” keatas...........coccooe........ Rp. 15-/m’
2.4, Sistim Pemadam Khusus ............ceov.... Rp. 2.000,-/buah
2.5. Alat Penahan Api (fire dampre)
2.5.1. Dengan muotor .......ccuvsmmenenmorsars Rp. 2.500.-/buah
2.5.2. Sambungan lebur.........cc.cc.o e, Rp. 500,-/buah
2.6. Kipas Angin Bertekanan
P S Bl 7 PR Rp.15.000,-'buah
2.6.2.7.001 s/d 10.000 ¢fm.................. Rp.25.000,~"buah
2.6.3. 10001 cfim keatas .............o......... Rp.50.000,-/buah
2.7.. Alat Pemadam Api
2.7.1. Jenis air bertekanan
SAEL SO GG Rp. 5.000.-/tabung
2.7.1.2. 10 L keatas.................... Rp.10.000.-/tabung
2.7.2. Jenis dry chemical
Bl WA B Lo iniiin Rp. 5.000,-/tabung
Al TLhkeatas ooa o Rp.10.000.-/tabung
2.7.3. Jenis carbon dioksida (CO;)
B 206 1 L ) T N Rp. 5.000,-/tabung
2.73.2. 8kgkeatas.................... Rp.10.000,-/tabung

Pembuatan Surat Izin Khusus dan perpanjangan (setiap tahun) bagi perusahaan
atau badan usaha baik perorangan maupun badan hukum yvang memproduksi,
mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan untuk penjualan
ataupun pemasangan instalasi segala jenis alat proteksi dan pemadam kebakaran
dan bahan-bahan berbahaya dalam Kota Palembang
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Pengujian Alat Pencegah dan Pemadam Kebakaran

1. Jenis air bertekanan berukuran
LI 16h el 30T aiicsnsnniath
L3 0 Lo enbas i s e insiiuicns Wb tusovs s
2. Jenis busa dan busa mekanik ukuran
9.2 BICT 5 ol S O e
2 W L IO s
23 3l Llomlan s i s
3. Jenis carbon dioksida (COz) ukuran
L 0 R E TR S R R
A2 ke Whke...cnaae b
13 3k bemtns i s
4. Jenis kimia kering (dry chemical) ukuran
B 2 o e O L PITTL
4.2, 16 kg S/ 30K cooomvrereeereseeceeerssesssnens
43 M krkeatas ociicnn i

Rp.500.000,-
Rp.250.000,-
Rp.300.000,-
Rp.200.000.-
Rp.750.000,-
Rp.500.000,-
Rp.150.000,-
Rp.100.000,-
Rp.500.000,-
Rp.250.000,-
Rp.300.000,-
Rp.200.000,-

Rp.10.000,-/tbg
Rp.20.000,-ftbg
Rp.30.000,-/tbg

Rp.15.000,-/tbg
Rp.25.000,-/tbg
Rp.35.000,-/thg

Rp.20.000,-/tbg
Rp.30.000,-/tbg
Rp.50.000,-/tbg

Rp.25.000.-/tbg
Rp.35.000,-/tbg
Rp.65.000,-/tbg

Pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Mobil unit kebakaran .............cccccvimnnninnn.
Selang Iebabarart i
POMIPA POTIADIE. ... .. e ees s amessacprrnssnsasssssronees
Baju tahan panas............ccooeeeereerereeeeceicenn.
Alat pernafasan (breathing apparatus)........

L i o B

Pengujian dan Pemeriksaan Alat Evakuasi

FRLIIROUE o i et isami s
Sliding rell, spiral.............ccvniiinnnniniani
Tangoa dovurat.........oiiniimmmmimemmes
Jumping set/matras ......coevvveveeeeeeneeee

ool B

Kendaraan bermotor roda 3 atau lebih

l.  Angkoet, taksi, travel, pick up, bajaj

* daAN SEJENISNYA ...cevereicnimarirssese e rnrnnsssessasesesans
2. Truck, bus kota, AKAP, AKDP
R R S
Tronton, trailer dan sejenisnya ....................
Mobil tangki, BBM/Gas dan sejenisnya......

o

Rp.100.000,/unit

Rp. 50.000,-/roll

Rp. 50.000,-funit

Rp.10.000,-/stel
Rp. 5.000,-/buah
Rp.35.000,-/unit

Rp.1.000.-/m
Rp.5.000,~/type
Ryp.1.000,-/m
Rp.5.000,~/unit

Rp. 5.000,-/thn

Rp.10.000 ~/thn
Rp.25.000.-/thn
Rp.35.000.-/thn
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h.  Kendaraan Bermotor Angkutan Sungai
1. Kapal laut, feri dan sejenisnya......ccveiseeenns Rp.50.000,-/thn
2. Kapal motor sungai, bus air, tongkang,
tug boat, speed boat dan yang sejenisnya...  Rp.15.000.-/thn
Bagian Ketiga
Golongan Retribusi
Pasal 92
Retribusi pemeriksaan dan atau pengujian alat pencegah kebakaran, alat pemadam
kebakaran dan alat atau sarana penyelamatan jiwa merupakan golongan retribusi jasa
WM.
Bagian Keem it
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi
Pasal 93

Cara mengukur tingkat retribusi adalah jumlah pemeriksaan dan atau pengujian yang
dilakukan oleh Pemerintah Kota.

Bagian Kelima
P asip dan Sasaran dalam Penctapan Struktur Besarnya Tarif
Pasal 94
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah
untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pelayanan
retribusi.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah biaya penyediaan peralatan,
materai tempel, operasional dan pemeliharaan.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan
Pasal 95

Retribusi pemeriksaan dan atau pengujian alat pencegah kebakaran, alat pemadam
kebakaran dan zlat atau sarana penyelamatan jiwa dipungut dalam Dagrah.

Bagian Ketujuh
Pemeriksaan dan Saat Retribusi Terutang
Pasal 96

Pemeriksaan berkala 1 (satu) tahun sekali, Masa retribusi adalah 1 (satu) tahun
takwim,
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Pasal 97

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.
Bagian Kedelapan
Tata Cara I'endataan dan Pendaftaran
Pasal 98
(1) Untuk mendapatkan Wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendataan dan

(2)

(3)

)

(1)
@)

pendaftaran terhadap Wajib Retribusi baik vang berdomisili di dalam kota
maupun yang berdomisili di luar Daerah tetapi memiliki objek retribusi di
Daerah tersebut.

Kegiatan pendataan dan pendaftaran diawiii dengan mempersiapkan dokumen
yang diperlukan berupa formulir pendataan dan pendaftaran disampaikan kepada
Wajib Retribusi yang bersangkutan.

Setelah formulir pendataan dan pendaftaran disampaikan kepada Wajib Retribusi
diisi dengan jelas lengkap dan benar, dikembalikan kepada petugas retribusi

sebagai bahan mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi (DIWR) berdasarkan
nomor urut.

Daftar Induk Wajib Retribusi (DIWR) sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
selanjutnya dipergunakan sebagai NPWRD.
Bagian Kesembilan
Tata Cara Pemungutan
Pasal 99
Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain vang

dipersamakan dengan SKRD-KBT.

Pasal 100

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

Bagian Kesepuluh
Tata Cara Pembayaran

Pasal 101

Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan ke Kas Daerah dengan menggunakan SKRD,
SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan, selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
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Pasal 102

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

(1)

(2)
(3)

(1)

(2)

(3)

()
(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Pasal 103

Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diberikan Tanda
Bukti Pembayaran.

Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi
ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk

Bagian Kesebelas
Tata Cara Pembukuan.« in Pelaporan

Pasal 104

SKRD, SKRD secara Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, SKRD
Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dicatat dalam buku jenis
retribusi.

SKRD, SKRD secara Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD untuk Wajib
Retribusi dicatat sesuai NPWRD.

Arsip dokumentasi yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara
berur nan.

Pasal 105

Besarnya penetapan dan penyetoran retribusi dihimpun dalam buku retribusi.

Atas dasar buku retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar
penerimaan dan tunggakan retribusi.

Berdasarkan daftar penerimaan dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi
penerimaan retribusi sesuai masa retribusi.

Bagian Keduabelas
Tata Cara Penagihan Retribusi
Pasal 106
Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang scjenis sebagai awal
tizdakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh)
hari sejak jatuh tempo pembayaran.
Dalam Jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Surat
Peringatan lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang

terutang.

Surat tepuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota
atau pejabat yang ditunjuk
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Pasal 107

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan Retribusi
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106

(1

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1

(2)

Bagian Ketigabelas
Tata Cara Perhitungan Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Retribusi
Pasal 108

Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota
atau Pejabat vang ditunjuk untuk perhitungan pengembalian kelebihan
pembzyaran tersebut. :

Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan
pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan
utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Walikota atau
Pejabat yang ditunjuk. '

Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). yang berhak atas
kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran
retribusi selanjutnva.

Pasal 109

Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan
perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, diterbitkan SKRDBB
paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran retribusi.

Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan
kepada Wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat wakiu
2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan
bunga 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan
retribusi.

Pasal 110

Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, dilakukan dengan
menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.

Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, diterbitkan bulti
pemindahbukuan vang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.



BAB XII
PENGAWASAN
Pasal 111

Pengawasan atas kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini
ditugaskan kepada Kepala Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Kota Palembang, Kepala Dinas Tata Kota Kota Palembang, Kepala
Dinas Polisi Pamong Praja, Camat dan Lurah se- Kota Palembang, serta pegawai
instansi-instansi tersebut yang ditunjuk sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-
masing instansi.

BAB X111
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 112"

Setiap pelangraran terhadap kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik atau
pengelola atau penanggung jawab bangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Daerah ini, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan tindakan :

a.
b.
C.

(1)

2

Menunda atau tidak mengeluarkan izin dan atau rekomendasi;
Mencabut izin dan atau rekomendasi yang dikeluarkan;
Memerintahkan menutup atau melarang penggunaan bangunan seluruhnya atau

schagian.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 113

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak
pidana dibidang perizinan dan retribusi penanggulangan bahayva kebakaran,
sebhagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang
berlaku.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adaiah :

a

menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana dibidang perizinan dan retribusi
penanggulangan bahaya kebakaran agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lengkap dan jelas;

meneliti , mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan  dengan  tindak pidana
perizinan dan retribusi penanggulangan bahaya kebakaran ;

merninta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sebubungan dengan tindak pidana dibidang perizinan dan retribusi
penanggulangan bahaya kebakaran;

memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana  dibidang perizinan dan retribusi
peranggulangan bahaya kebakaran;

37



(3)

(1)

(2)

(3

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut;

f.  meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana dibidang perizinan dan retribusi penanggulangan bahaya
kebakaran;

g. meryuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau . tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud
huruf 2;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang
perizinan dan retribusi penanggulangan bahaya kebakaran;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikarn;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana dibidang perizinan dan retribugi.penanggulangan bahaya kebakaran
menurut hukum yang dapat dipertangg. ng jawabkan.

s
b

Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum,
melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 114
Pelanggaran atas perizinan di bidang penanggulangan bahaya kebakaran dalam
Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga)
bulan atau denda paling banyak Rp 50,000.000,- (lima puluh juta rupiah ).
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau

denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah
pelanggaran.

BAB XV1

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 115

Dengan beriakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Palembang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat
Pemadam Kebakaran dan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 41 Tahun 2002
tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Diundangkan di Palembang
pada tanpeal 4 -%— 2006

Pasal 116

(1) Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran sebagai instansi teknis pelaksana
Pearturan Daerah ini.

(2) Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang merupakan koordinator pungutan
retribusi Daerah.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota
sepanjang mengenai pelaksanaannya.
Pasal 117
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkas pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penetapannnya dalam Lembaran Daerz | Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 WMaret 2006

JTKOTA PALEMBANG,

SEKRETARIS DAERAH

Mariam. AS
LEMEBEERAN DAERAH KDTA PALEMBANG

Taun 2006 nowonl SER| &
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LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PALEMBANG
NOMOR : 2 TAHUN 2006
TANGGAL: 14  MARET 2006
TENTANG : PEMBINAAN DAN RETRIBUSI PENANG-
GULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

PERSYARATAN PEMASANGAN ALARM KEBAKARAN
MENURUT JENIS, JUMLAH LANTAIL DAN LUAS LANTAI

Klasifikasi Tt b Jumlah Jumlah luas minimum Tipe
Bangunan e Lantai tiap lantai (m2) Alarm
1 185 Manual
HOTEL 2-4 tab Otomatis '
=4 _tab Otomatis
1 F. -_‘H
PERTOKOAN 3 4 13:'; ,;h”"':il
DAN PASAR 4 L hiats
t.a.b CHomatis
1 185 Manual
PERKANTORAN 2.4 Lab Otomalis '
e ! >4 t.a.b Ctomatis '
RUMAH SAKIT — bt it
DﬁN PEMWATAN = 4 t.ﬂ.b meatis
BANGUNAN 1 ; tab Mﬁnuull
INDUSTRI & tah Otomalis
. =4 tahb Otomatis
| TEMPAT = Lab Manual
I HIBURAN %4 Lab Otomatis
MUSELM =4 tah Otomatis
- t.d t.d
e | 2
>d t.a.b Ctomatis
1 t.d t.d
ASREAMA 2-4 tab Manual
=4 tab Otomatis
1 t.d td
SEEOLAH 2-4 375 Manual
=4 ta.b Otomatis
s JTER— [ t.d td
wi e 2-4 375 Manual
=4 ta.b Otomatis
Keterangan : Khusus ruangan yang bersekat dan kedap suara harus ditempatkan minimum 1 (satu)

titik alarm, t.a.b (tidak ada batasan), t.d (tidak disyaratkan)

Diundangkan di Palembang
_pada tanggal 14-%- 2006

e SEKRETARIS DAERAH
AT LgTA PALEMEANG

=

LIKOTA PALEMBANG,

| pAERATLT e Hakiph Mariam. AS
WoaT /= i} LEMEARAN DAERAM KOTA PALEMBAN

DY SANTANA PUTRA
# S Tenun 2006 noMIRZ §



LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PALEMBANG
NOMOR : 2 TAHUN 2006
TANGGAL: |4 MARET 2006
TENTANG : PEMBINAAN DAN RETRIBUSI PENANG-
GULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

TINGKAT KEPEKAAN KEPALA PEMERCIK (SPRINGKLER) TERSEBUT DITANDAI
DENGAN PEMBERIAN WARNA TERENTU BAIK PADA SEGEL MAUPUN PADA CAIRAN
YANG TERDAPAT DI DALAM TABUNG GELAS :

KEPEKAAN KEPALA SPRINGKLER SESUAI DENGAN WARNA SEGEL

SUHU LEBUR SEGEL (°C) WARNA SEGEL
64 — 74 4 Fik berwarna
93 - 100 . Putih
141 " Biru
182 Kuning
224 Merah

KEPEKAAN KEPALA PEMERCIK (SPRINGKLER) SESUAI DENGAN

WARNA TABUNG GELAS
0 WARNA CAIRAN DALAM
SUHU PECAH GELAS (7C) GELAS
37 Jingga
68 Merah
79 Kuning
93 Hijau
141 Biru
182 Ungu
204 - 206 Hitam

Diundangkan di Palembang
pada tangsal ff.["a'- EUDE

o= nGEKRETARIS DAERAH
ATTAH  CRRTA PALEMBANG
Eild o

" i)

& v

!."ﬂ-_

il IgEKRE

el AERA gt Mariam. AS

L T - e

:--c:r LEMS'AAY DAERAN ROTA PALEWBANG <

N Tauivs 2006 wouos . SER| &
4 F Tt
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LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PALEMBANG
NOMOR : 2

TANGGAL: 4
TENTANG : PEMBINAAN DAN RETRIBUSI PENANG-

GULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

TAHUN 2006

MARET

206

KETAHANAN API JENIS KOMPONEN STRUKTUR DAN KETINGGIAN
STRUKTUR BANGUNAN DINYATAKAN DALAM LANTAI

Ditmdangkan di Palembang

pada tanggal 14 -~ 3~
SEKRAETARIS DAERAH

2006

LEMBLRAN DAERAY KOTA PALEMBANG
KOKOA

T AHUN 200

— Jurnlah Lanta Ketahanan Api
Keterangan Jumlah Lantai e Empat lantar Antara 5 s.d lantai | Lantai |5 dari atas
Kompotien Strukur teratas 14 dari alam ke bawah
Alap Dinding partisi | jam 2 jam 2 jam
Lanta | = T : .
] anl:: 7 . i Dinding Pemikul 1 jam Z jam 2 jam
aciee S Empat lantai = = _
S mkii Teratas = =4 = Bagian yang < THam I jam 1 jam
Lamtai 4 a8 ] il terkena spi F =
Lantai 5 b B 5 ¥
= ﬁ "_- k- -
o lital 5 £d = Bagian lain 4 ) menit 20 menit. 30 menit
o e T e = =
atis S
Lantw 14 Balok | jaum 2 jam 3 jam
A Atap 30 memi
Lantai 15 -
Atap landasan helikopter 1 jam
Lanitad 16 Lamtzi |5 deri
atas sampar
Permiukaan tanah
Ground foor L kehawah
77 Basememt AL/ SLA S
3 IKOTA PALEMBANG,

EDDY SANTANA PUTRA
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LAMPIRAN IV

NOMOR

2

TANGGAL: |4
TENTANG : PEMBINAAN DAN RETRIBUSI PENANG-

2006

: PERATURAN DAERAH PALEMBANG
TAHUN 2006

MARET
GULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

KETEBALAN KOMPONEN STRUKTUR BANGUNAN DAN LAPISAN PENUTUPNYA
(DALAM CM ) PADA KETAHANAN API 3 JAM, 2 JAM DAN 1/2 JAM

KOMPONEN
SRUKTUR KETAHANAN API
BANGUNAN | JENIS URAIAN
3 JAM 2JAM | 2 JAM
. |Tebal total minimum lantai mond I * Untuk semua jenis lantai,
Lentm lantai pracetak berbentuk U dan 1.4 :_..___le,j M harus terdapat penutup
Tehal total minimum lantai balol beton pada tulangan
Beton berongga, lantai pracetak 12.5 9.0 7.0 pokok setebal minimum
Berlulang berbentuk kotak atau [ 2.5 uniuk ketahanan api 3
Tebal minimum dinding tanpa jam dan minimum 1,5 em
Balok | pelindung tambahan. 5.0 5.0 2.5 untuk ketahanan api vang
kurang dari 3 jam.
Tebal minimum  dinding
lind tambah 5 10, 2 g
e i ¢ % Untuk semua dinding
— = M harus terdapat penutup
Dinding [Tebal  minimum  dinding Tk el -ty ol
dengan plesteran acmen  atau 17.5 10.0 6.5 setebal 2.5
Gipa setebal minimum 1.2 em L H !
pada kedua permukaan.
. |Tebal minimum pemutup beton
Lantai ails talingan pra tekan: 5.0 4,0 1,5
Beton Pra Tebal minimum lantai. 15,0 12.0 9.0
tekan Tebal minimum penutup beton
Balok I S o 8.5 6.5 2.5
|Lebar minimum balok. 24,0 16,0 8,0

Keterangan : semua ukuran tersebut dalam em.

Diundangkan di Palembang
——pada tangeal 14~ 3~ 2006

sEKEETARIS DAERAH

7 \H

LB ARAN BAERAR KBTA PALE
Taauw 200 6 wowdn 2

Sert €

Mo
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LAMPIRANV

TINGKAT MUTU BAHAN BANGUNAN TERHADAP API

NOMOR

T

TANGGAL: 14
TENTANG : PEMBINAAN DAN RETRIBUSI PENANG-
GULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

2006

: PERATURAN DAERAH PALEMBANG
TAHUN 2006
MARET

MUTU MUTU MUTL MLUITU MLUTU
Tingkat 1 Tingkat Il Tingkat 11 Tingkat IV Tingkat V

- Beton Papan wol kayu | - Kayu lapis Papan polyester | -  Sirap bambu

- DBata semen  (Exelsior yang dilindungi bertulang - Sirap bukan Ubin |
Batako board) Papan vang | - Polynail atau kayu jati
Asbes Papan semen mengandung dengan tulang - Anyaman bambu
Aluminium puip. lebih dari 52% Bahan atap aspal
Kaca Serat kaca semen fibre glass -  Berlapukan
Besi Pelat baja lapis Papan partikel o mineral
Baja PVC yang dilindungi | © - Kayu kamper
Adukan semen Papan wol kayu | " | - Kayu meranti
Adukan gips ' - = Kayu terentang
Libin semen - Kayu lapis
Ubin keramik 14 mm-17 mm
Ubin marmer | - Hardboard
Panel kalsium | =  Papan partikel
Silikal
Rock wool |

- Glass wool |

- Genteng keramik

- Wired glass
Lembaran  baja
lapis seng

Dipndangkan di Palembang — :
0 tngael 1f<Ba  300b J_{: v K }}@erm PALEMBANG,
T EKRETS 'IS Dh-qm /

: ‘ = bﬁ EDDY SANTANA PUTRA
LE.ra RAN DAERAN KOTA PALEMDANG \E
e 2006 nowon 2. SERL
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 2 TAHUN 2006
TENTANG

PEM BINAAN DAN RETRIBUSI PENANGGULANGAN

PENJELASAN UMUM

Ancaman bahaya kebakaran di wilayah Kota Palembang hingga dewasa im masih merupakan
suatu bahaya yang harus ditanggulangi secara menyeluruh, sistimatis, cfektif dan terus menerus.

Dalam era pembangunan dengan berbagai aspeknva dewasa ini, kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi sangat mempengaruhi pola tingkah laku manusia dan perkembangan Kota Palembang
sebagai Kota Metropolitan. Deagan adanya bangunan-bangungn- bertingkat tinggi, industri-industri
modern, perumahan-perume:han mnewah, flal/rumah susun serta plilengkapan rumah tangga/kantor yang
modern ataupun bahan yang sifatnya mudah terbakar, maka hal ini dapat merupakan ancaman yang
potensial terhadap bahaya kebakaran dan sekaligus menjadi tantangan bagi Dinas Penanggulangan

Bahaya Kebakaran,

BAHAYA KEBAKARAN

Peraturan Daerah Kota Palembang No 41 Tahun 2004 tentang Penanggulangan Bahaya
Kebakaran dalam Wilayah Kota Palembang dan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 1998 tentang Retribusi
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran saat ini dirasakan sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan.
Berpedoman pada kebutuhan iersebul kedua Peraturan Daerah tersebul perlu disempurnakan dan
dijadikan hanya satu perda vaitu Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi jelas bagi seluruh anggota
masyarakat Kota Palembang bahwa kegiatan penanggulangan bahaya kebakaran bukanlah semata-mata
tanggung jawab Pemerintah Kola saja tetapi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Kota
Palembang dan masyarakat pada umumnya.

Khusus untuk keamanan bangunan terhadap ancaman bahaya kebakaran, sepenuhnya menjadi tanggung
jawab pemilik/penanggung jawab bangunan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d 10
Pasal 11

Pasal 12 (ayat 1)

: Cukup jelas
* yang dimaksud klasifikasi jenis kebakaran adalah :

a)
b)
c)
d)

Kebakaran bahan biasa yang mudah terbakar (seperti kertas, kayu,
pakaian) disebut jenis kebakaran kelas A;

Kebakaran bahan cairan yang mudah terbakar (seperti minyak bumi), gas,
lemzk dan sejenisnya disebut kebakaran kelas B:

Kebakaran listrik (seperti kebocoran listrik /konsliting), kebakaran pada
alat-alat listrik (seperti generator motor listrik) disebut kebakaran kelas C;
Kekakaran logam (seperti seng, mangnesium, serbuk aluminium, sodium,
titanium) disebut jenis kebakaran kelas D.

: Jenis alat pemadam yang digunakan untuk
kebakaran adalah :

a)
b)
c)
d)

Kebakaran kelas A, jenis alat pemadam yang menggunakan air harus
digunakan sebagai alat pemadam pokok;

Kebakaran kelas B, jenis alat pamadam yang harus digunakan adalah alat
pemadam jenis busa sebagai alat pemadam pokok;

Kebekaran kelas C, jenis alat pemadam yang harus digunakan adalah alat
pemadam jenis kimia dan gas sebagai alat pemadam pokok;

Kebakaran kelas D jenis alat pemadam yang harus digunakan adalah alat
pemadam khusus yang berupa bubuk kering (dry powder)sesuai dengan
wetentuan yang ditetapkan oleh Walikota.



Pasal 13

: Aniiisis Resiko Kebakaran bertujuan untuk menentukan jumlah kebutuhan air

yang diperlukan bagi keperluan pemadamam di setiap bangunan.
Jumlah kebutuhan air minimum tersebut dinyatakan dengan rumus:

v

Pasokan Air Total= ——-x AKK x FB

ARK

Dimana :

v

= Volume total bangunan dalam (m’ )

ARK = Angka klasifikasi Resiko Bahaya Kebakaran
AKK = Angka Klasifikasi Konstruksi Resiko Kebakaran

FB

= Faktor Bahaya dari Bangunan yang berdekatan

Angka Klasifikasi Resiko Bahaya Kebakaran (ARK)

a) Daftar Bangunan pada tabel yang terdspat dalam lampiran, menunjukan
antara lain peruntuken bangunan ses ai dengan angka klasifikasi resiko
bahaya kebakaran dari angka 3 sampai dengan angka 7.

b) Bila terdapat lebih dari sat jenis peruntukan dalam sebuah bangunan,
meka angka klasifikasi resiko bahaya kebakaran paling banyak yang
digunakan untuk mewakili seluruh bangunan, pada bangunan tersebut
dituntukan oleh tingkat resiko bahaya kebakaran tertinggi.

¢) Angka Klasifikasi Resiko Bahaya Kebakaran 3

&

Angka klasifikasi ini harus mempertimbangkan Resiko Bahaya
Kebakaran yang paling rawan, dimana jumlah dari isi bahan mudah
ferbakarnya sangat tinggi. Kebakaran dalam tingkat tinggi ini dapat
diperkirakan berkembang sangat cepat dan mempunyai nilai pelepasan
panas yang tinggi.

Bangunan yang berdekatan dengan bangunan yang mempunyai angka
klasifikasi resiko bahaya kebakaran 3, harus dianggap sebagai sebagian
dari klasifikasi tersebut jika jaraknya 15 m atau kurang.

- Angka klasifikasi resiko bahaya kebakaran 3, antara lain ditujukan

pada tabel 1.

d. Angka klasifikasi Resiko Bahaya Kebakaran 4.
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Angka klasifikasi ini harus dipertyimbangkan sebagai Resiko Bahaya
Kebakaran Tinggi, dimana kuantitas dan kandungan bahan mudah
terbakarnya tinggi.

Bangunan yang berdekatan dengan bangunan yang mempunyai angka
klasifikasi Resiko Bahaya Kebakaran 4, harus dianggap sebagai bagian
dari klasifikasi tersebut jika jaraknya 15 m atau kurang,

Angka kalsifikasi Resiko Bahaya Kebakaran 4, antara lain ditunjukan
pada tabel 2.

e. Angka Klasifikasi Resiko Bahaya Kebakaran 5.

1.
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Angka klasifikasi ini harus dipertimbangkan sebagai unian bahaya
sedang, dimana kuantitas dan kandungan bahan mudah terbakarnya
sedang dan tinggi tumpukan bahan mudah terbakarnya tadak melehihi
dari 3,7 m.

Kebakaran dalam tingkat klasifikasi ini dapat diperkirakan berkembang
sedang dan mempunyai nilai pelepasan panas yang sedang.

Angka Klasifikasi Resiko Bahaya Kebakaran 5. antara lain
ditunjukkan pada tabel 3.



f. Angka Klasifikasi Resiko Bahaya Kebakaran 6

I.

Angka klasifikasi ini harus dipertimbangkan sebagai resiko bahaya
rendah, dimana kuantitas dan kandungan bahan mudah terbakarnya
tidak lebih dari 2,5 m.

Kebakaran dalam tingkat klasifikasi ini dapat diperkirakan berkembang
sedang dan mempunyai nilai pelepasan panas sedang.

Angka klasifikasi Resiko Bahaya Kebakaran 6, antara lain seperti pada
tabel 4.

g. Angka Klasifikasi Resiko Bahaya Kebakaran 7.

I

Angka dalam klasifikasi ini harus dipertimbangkan sebagai resiko
bahaya rendah, dimana kuantitas dan kandungan bahan mudah
terbakarnya rendah.

Kebakaran dalam tingkat klasifikasi ini dapat diperkirakan berkembang
rendah dan mempunyai nilai pelepasan panas relatif rendah.

. Angka Klasifikasi Resiko Bahaya Kebakaran 7, antara lain seperti pada

tabel 5. .

Angka Klasifikasi Konstruksi Resiko Kebakaran (AKK)

g. Umum
1

2,

Instansi kebakaran dapat membuat kajian dan klasifikasi konstruksi
bangunan diwilayah kerjanya. _
Konstruksi bangunan diklasifikasikan dalam angka. Angka maksimum
Llasifikasi konstruksi bangunan rumah tinggal adalah 1.

. Tidak diperkenankan memberikan angka klasifikasi konstruksi

terhadap suatu bangunan yang tidak diteliti/dikaji.

Dalam hal terdapat beberapa macam tipe konstruksi dalam satu
bangunan yang diteliti maka angka klasifikasi ditentukan dari angka
klasifikasi konstruksi tertinggi.

. Jika terdapat bangunan lain dengan luas lebih besar dari 10 m2 dalam

jarak tidak lebih dari 15 m, maka bangunan lain tersebut dipandang
sebagai bangunan berdeckatan yang mempunyai resiko ancaman
kebakaran (exporuse hazard) sehingga resiko kebutuhan air untuk
kebakaran pada bangunan induk ditentukan dengan perkalian 1,5.

b. Tipe Klasifikasi Konstruksi

1.

Lad

Resiko kebakaran Konstruksi tipe I (konstruksi tahan api)

Bangunan yang dibuat dengan bahan tahan api (beton,bata dan lain-lain
dengan bahan logam yang dilindungi) dengan struktur yang dibuat
sedemikian, schingga tahan terhadap peruntukan dan perambatan api
mempunyai angka klasifikasi 0,5.

Resiko kebakaran konstruksi tipe II dan IV (tidak mudah terbakar
konstuksi kayu berat)

Bangunan yang seluruh bagian konstruksinya (termasuk dinding, lantai
dan atap) terdiri dari bahan yang tidak mudah terbakar, yang yang
tidak termasuk sebagai bahan tahan api, termasuk bangunan konstruksi
kayu dengan dinding bata, tiang kayu 20,3 cm, lantai kayu 76 mm, atap
£ayu 51 mm, balok kayu 15,2 x 25,4 cm, diietapkan mempunyai angka
klasifikasi konstruksi 0,8.

Resiko kebakaran konstruksi tipe 111 (biasa)

Bangunan dengan dinding luar bata ataw bahan tidak mudah terbakar
lainnya sedangkan bagian bangunan lainnya terdiri dari kayu atau
bahan yang mudzh terbakar ditentukan mempunyai angka klasifikasi
konstruksi 1,0.



4. Resiko kebakaran konstruksi tipe [V (kerangka kayu)
Bangunan (kecuali bangunan rumah tinggal) vang strukturnya sebagian
atau seluruhnya terdiri dari kayu atau bahan mudah terbakar yang
tidak tergolong dalam konstruksi biasa (tipe III) ditentukan mﬂmpun}reu
angka klasifikasi konstruksi 1,0. .

'NO | PERUNTUKAN BANGUNAN
“Tabel 1.
Bangunan dengan Angka Klsifikasi Resiko Bahaya Kebakaran 3.

I Hangpar Pesawat Terbang

Pabrik gandum
Pabrik Kimia

Pemintalan

Penyulingan
Pabrik/Gudang bahan mudah terbakar

ol Bl

S ek

Penggilingan lemak
Gudang padi

ol oo| =

Penggilingan minyak pelicin

10. | Tempat Penyimpanan kavu

11. | Penyulingan minyak
12. | Pabrik/gudang plastik

13. | Pengergajian kayu
14 | Permisahan minyvak pencuct logam

15. | Tempat penyimpanan jerami

16. | Pabrik pernis dan cat

Tabel 2.
Bangunan dengan Angka Klasifikasi Resiko Bahaya Kebakaran 4.

W E Kandang kuda
2. | Gudang bahan bangunan
3. | Pusat Perbelanjaan

4, Ruang pamer, auditorium dan bioskop
5, Tempat pen}qmﬁanan
6. | Terminal prmgangkutén -
7. | Pertokoan
8. | Pabrik kertas dan pulp
9, Pemrosesan kertas
10. | Pelabuhan
11. | Bengkel




' 12. | Pabrik karet
| 13. | Gudang untuk; mebel,umum,cat kertas, dan minuman keras
14 | Industri kayu
Tabel 3
Bangunan dengan Angka Klasifikasi Resiko Bahaya Kebakaran 5
L= Tempat hiburan
7, Pabrik pakaian
3. | Gudang pendingin =
4. | Gudang kembang gula
5. | Gudang hasil pertanian —
6. | Ruang pamer dagang
7. | Binatu :
8. | Pabrik penyamakan kulit
| 9. | Perpustakaan (dengan gudang buku yang besar)
10. | Kios sablon
11, | Toko mesin
12, | Toko besi o
13. | Asrama perawat As
14. | Pabrik farmasi
15. | Percetakan
' 16. | Rumah makan |
17. | Pabrik tali
| 18. | Pabrik gula
19, | Pabrik perekat
| 20. | Pabrik tekstil
21. | Gudang tembakau
22, | Bangunan kosong ol
Tabhel 4
Bangunan dengan Angka Klasifikasi Resiko Bahaya Kebakaran 6
T_%unﬁudang minyak .
2. | Parkir mobil
3. | Pabrik roti
4. | Tempat potong rambut
5. | Pabrik minuman
6. | Ruang boiler
7. | Pabrik bier &
8. | Pabrik bata
9. | Pabrik kembang gula |




| 10. | Pabrik semen

11. | Rumah ibadah

12. | Pabrik susu

13. | Tempat praktek dokter

14. | Pabrik elektronik

T 5. | Tungku/dapur

16. | Pabrik pakaian bulu hewan
17. | Pompa bensin

18. | Pabrik gelas

19. | Kamar mayat

20. | Gedung pemerintah
21. | Kantor pos

22. | Rumah pemotongan hewan

23. | Kantor telepon
24, | Pabrik arloji/perhiasan
25, | Pabrik anggur

g:.]:;lian dengan Angka Klasifikasi Resiko Bahaya Kebakaran 7 :
1. | Apartemen !
2. | Universitas :
3. Asrama
4. | Perumahan :
5. | Pos kebakaran i
6. | Asrama paroki
7. | Rumah sakit
| 8. Hotel dan motel
9. | Perpustakaan (lanpa_guEaDg buku)
10. | Museum 3
11. | Rumah perawatan |
12. | Perkantoran
13. | Kantor polisi
14, Penjara
'15. | Sekolah
Pasal 14-16 : Cukup jelas
Pasal 17 (ayat 1) : Selain memenuhi kebutuhan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam

ayat ini instalasi alarm kebakaran harus mempunvai:
a. bel atau sirine;
b. alat pengindera;



Pasal 18-19

Pasal 20

Pasal 21-24
Pasal 25 (ayat 1)

ayat (2)
Pasal 26

Pasal 27-33
Pasal 34

Pasal 35-46

¢. panel indikator yang dilengkapi dengan :
cl. fasilitas kelompok alarm
c2. saklar penghubung dan pemutus arus
c3. fasilitas pengujian batere dengan volt meter dan ampere meter perala-
tan bantuan lainnya

: Cukup jelas

¢ bangunan yang mempunyai ancaman bahaya kebakaran ringan adalah antara
lain bangunan yang dipergunakan untuk ibadah, klub, pendidikan,
perawatan, perpustakaan, musium, perkantoran, perumahan, rumah tangga,
perhotelan, rumah sakit, lemabaga kemasyarakatan.

e bangunan yang mempunyai ancaman bahaya kebakaran sedang | adalah
antara lain bangunan parkir mobil.pabrik roti, pabrik minuman, pabrik susu.
pabrik elektronika, pabrik gelas.

¢ bangunan yang mempunyai ancaman’bshaya kebakaran sedang II adalah
antara lain pabrik bahan makanan; abrik kimia (bahan kimia dengan
kemudahan terbakar sedang), perdagangan, bengkel motor, pabrik barang
kelontongan, pabrik keramik, pabrik tekstil, percetakan dan penerbitan,
pabrik/perakitan kendaraan bermotor.

¢ bangunan yang mempunyai ancaman bahaya sedang IIi adalah antara lain
bangunan gedung pameran, pabrik makanan, bengkel mobil, studio dan
pemancar, pergudangan (vang menyimpan kertas, cal, minuman keras,
perabot rumah tangga dan lain-lain), pabrik makanan kering dari bahan
tepung, pabrik sabun, toko dengan pramuniaga lebih dari 50 orang, pabrik
plastik dan karung plastik, penggergajian kayu, pengerjuan kavu, barang
“ertas, pabrik tepung terigu, pabrik pakaian.

¢ bangunan yang mempunyai ancaman bahaya kebakaran berat adalah antara
lain bangunan pabrik kimia (bahan kimia dengan kemudahan terbukar
tinggi), pabrik kembang api, pabrik korek api, pabrik bahan peledak, pabrik
cat, pemintalan benang atau kain, pengerjaan kayu vang penvelesaianya
menggunakan bahan mudah terbakar, studio film dan televisi.

: Cukup jelas

: yang dimaksud dengan klasifikasi peruntukan bangunan adalah pembagian

klas peruntukan bangunan sebagai berikut :
a Bangunan pabrik atau gudang
b Bangunan umum dan perdagangan antara lain ;
- gedung pertemuan umum,
- institusi,
- pertokoan,
- perkantoran dan yang sejenisnya.
¢ bangunan perumahan antara lain :
= perkampungan,
- perumahan sederhana,
- perumahan lainnya.
: Cukup jelas.

: yang dimaksud bangunan dalam pasal ini mencakup antara lain bangunan

induk, bangunan turutan dan bangunan tambahan.

: Cukup jelas

: Jalan landai klas A adalah jalan landai yang diperuntukkan bagi bangunan
baru, sedangkan jalan landai klas B dapat dipergunakan untuk bangunan
terdahulu atau bangunan kecil

: Cukup jelas



Pasal 41

Pasal 52-56
Pasal 57

Pasal 58-79
Pasal B0 (avat 1)
(ayat 2)

(ayat 3)
Pasal 81-92
Pasal 93-115

: yang dimaksud dengan APAR yang berdaya padam minimum 2A, 5B-10B

adalah APAR yang dapat memadamkan kebakaran kelas A dan kelas B dengan
daya padam unyuk masing-masing kelas yaitu 2A dan 5B-10B.

contoh : APAR yang mempunyai daya padam 2A, 5B-10B antara lain ; busa
kimia untuk kimia 9 liter, busa AFFF(agueous film forming foam) ukuran
9 liter, dry chemical (sodium bicarbonar) uvkuran 2 3/4 b sd 5 b, dry
chemical (potasium bicarbonar) ukuran 2 5.4 5 1b.

: Cukup jelas
: yang dimaksud dengan konstruksi tahan api dalam pasal ini adalah konstruksi

bangunan (dinding, kerangka bangunan, pintu, lantai) selama waktu tertentu
dalam kondisi kebakaran tidak roboh, tidak rusak dan tidak meneruskan panas
kernang sebelahnya sehingga benda-benda yang mudah terbakar pada ruang
tersuhut tidak terbakar,

: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Berdasarkan angka statistik, terjadinya kebskaran bangunan terutama disebab-

kan karena penggunaan tenaga listrik yai.: tidak sesuai dengan peruntukannya
atau salah dalam pemanfaatannya, sehingga menimbulkan kerugian harta
benda/bangunan yang tidak sedikit jumlahnya. Oleh karena itu dalam rangka
penanggulangan masalah tersebut, perlu adanya program penanggulangan
risiko . kebakaran. Program jaminan penanggulangan risiko kebakaran
sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dapat berupa bantuan paket uang
kepada setiap pemilik atau pengeloloh atau penanggung jawab bangunan yang
terbakar yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah

: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas



(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(6)

Setiap alat penutup harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. dipasang sedemikian rupa sehingga pintu kebakaran akan menutup secara
otomartis apabila suhu ruangan mencapai 60 derajat Celcius atau 30 derajat
Celcius di atas suhu maksimal ruangan;

b. alat pencatat suhu harus dipasang di atas pintu;

c. pintu dalam svatu ruangan yang berhubungan (inferconnecied doors) harus
dibuat sedemikian rupa sehingga kedua pintu menutup secara otomatis
apabila suhu ruangan menggerakkan alat tersebut;

d. pada pintu yang dapat menutup sendiri dilarang ditempatkan alat lain yang
dapat menghalangi bekerjanya alat penutup tersebut.

Pasal 61

Setiap bangunan menengah harus dilindungi sistim pengendalian asap yang

ketentuan pemasangannya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. bagian ruangan pada bangunan, yang digunakan untuk jalur penyelamatan
harus direncanakan bebas asap bila terjati kebakaran;

b. ruang bawah tanah, ruang tertutup, tang za kebakaran, dan atau ruang lainnya
yrrg diperkirakan asap akan terkumipul barus direncanakan bebas asap,
dengan menggunakan ventilasi mekanis yang akan bekerja secara otomatis
bila ter.adi kebakaran;

c. peralatan ventilasi mekanis maupun peralatan lainnya yang bekerja secara
terpusat, harus dapat dikendalikan baik secara otomatis maupun manual dari
ruang sentral;

d. sistim pendingin sentral harus direncanakan agar dapat berhenti secara
otomatis bila terjadi kebakaran;

e. cerobong (ducting) pendingin harus dilengkapi dengan peralatan khusus
sehingga dapat menutup secara otomatis bila terjadi kebakaran;

f. setelah pemasangan sistim pengendalian asap selesai, perlu dilakukan
pengujian dengan memberikan asap pada saluran yang terpasang;

g. pemeliharaan harus dilakukan dengan memeriksa saluran apakah ada yang
menyurabat atau tidak;

h. sistim pengendalian asap yang dipasang pada tangga kebakaran harus dapat
bekerja secara otomatis bila terjadi kebakaran.

Cerobong atau ruang kerekan dengan luas penampang lebih dari 0.4 m® dan
melewati lebih dari 2 (dua) tingkat bangunan akan tetapi tidak sampai atap
bangunan, harus dilengkapi dengan ventilasi asap yang luasnya minimum 5 %
(lima persen) dari luas penampang cerobong dan memiliki daya tahan api yang
sama dengan pelindung cerobong.

Luas ventilasi asap tiap kemdaraan lift maksimum 0,3 m® dan untuk cerobong
lainnya maksimum 0,05 m?’.

Ventilasi asap tunggal pada bukaan tegak hanya diizinkan apabila lubangnya
menembus atas, apabila tidak menembus harus dipasang 2 (dua) buah ventilasi
asap vang luasnya sama dengan lubang ventilasi asap tunggal vang berujung pada
sisi yang berlainan.

Ventilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus mempunyai dinding yang
tidak berlubang-lubang dan tidak boleh berhubungan dengan atau melayani
lubang ventilasi maupun cerobong lainnya.

Kamar instalasi mesin lift termasuk lift makanan dan barang vang langsung

berbubungan dengan cerobong lift harus dilindungi dengan dinding vang tidak
mudah terbakar.
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